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ABSTRAK

RISKAYANTI 2021, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten

Gowa (Di bimbing oleh Budi setiawati dan Ansyari Mone).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo
Kabupaten Gowa. Jenis penelitia ini adalah, penelitian kualitatif dengan
menjelaskan dan menggambatkan peristiwa yang benan benar tejadi di lapangan
selama penelitian. Dalami'perielitiar 511 terdapat informan sebanyak 11 orang yang
terdiri dari kepaladesa Roriangiasa,sekretaris desa Roinznglasa , 2.anggota BPD,
1 anggota kepala Dusuny'4 anggota RT, 1 anggoia RW, iunggota LSM dan 3
anggota masyarakal Pengambilan  data  ini/ dilakukan dcngan observasi,
wawancara dan dokumentasidengan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi maSyarakat dalam
pembangunan infrastrukiut di Desa Romanglasa Kecamaian DBontonompo
Kabupaten Gowa dalam (bentuk: 1). partisipasi pikizan ¥aitu: a). Bentuk
keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan keputlsan musyawarah
perencanaan pembangunan-(Musrembang) dan. b). Keterhibatan masyarakat dalam
pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Mecnengah Desa (RPJMDes),
2).partisipasi tenaga dalam bentuk Kerja bakti dan gotong royong 3). partisipasi
keahlian berupa keterampilan, 4). partisipasi barang berupa alat dan perkakas dan
5). partisipasi uang berupa iuran dana yang dilakukan oleh masyarakat di desa
Romanglasa masih sangat minim dan masih banyak hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat,pembangunan infrastruktur

viii



DAFTARISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..o cvsrescsienescnnsssses s sanssres i
HALAMAN PERNYATAAN .....ccoiiienccrreccercnvsniassse s sreesisssnssasssnnsnnse it
KATA PENGANTAR ......ccoooitr ettt serersenesiassssianesn s sansssne snsssssnrases snnas iv
ABSTRAK ..ot reeeteeerttteesaseesameasassraeesreceee s tesabassasn e e st b e e s raneeacneeeas vi
DAFTARISI ... rtvresses e st e e s st e e s sreserrsaesissasssbas s ssbns s asasrranesns vil
DAFTAR TABEL ...t sisapsseserese e es s rmts s senbssasssassssennsannsasses X

DAFTAR GAMBAR. ... B xi

BABIL. TINJAUAN PUSTAKA ... sl S,

A Penelitian Terdahull... o0l oo 0 e ineena s 6
B. 351 Masyarakal ......covveveevermrercmriiiinssrincer s senne 8
C. Teori Pembangunan Infrastruktur ..........coceocviniiismnmnnninenc s 15
D. Konsep Pembangunan Infrastruktur.........ccoonenerevnnninnnnconnnenncnenccenins 17
E. Kerangka PIKIr ..o s s 19
F. Fokus Penelitian.....cccocevieorrevveniiniiiinniniiiinscnrssn s e sttt en e 19
G. Definisi FOKUS. ....viiiiiieiiee ettt saa s e 20



BABIIL METODE PENELITIAN ... 21

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ..........coccrveveninnimnnnmiiisnsinnrecniiinens 21
B. Jenis dan Tipe Penelitian ... 21
QNN 101775 11721+ FHURO OO U O UO SRR OO RSO PO P TP 21
D. Teknik Pengumpulan Data.... ... 22
E. Teknik Pengabsahan Data

I. Teknik Analisis Data................

BAB IV HASIL D

pencz ii'i D) \ ISR AW ..........
B. Ilasil Peneliti
a. Partisipasi mas
1. Pembangunan infrastruktur anggaran {ahun 2016-2U21 .nenneinnins
b. Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
1. Partisipasi Pikiran (psycholical Participation) ... 44
a. Partisipasi masyarakat dalam MUSREMBANG ........cccoviniien 45
b. Partisipasi masyarakat dalam RPIMDes.........c.ccocvvminnninn. 48
2. Partisipasi Tenaga (Physical Participaion) .............ooinisnnnns 52
3. Partisipasi Keahlian (participation with skill) «.....cvvvevcvcniiininn, 56



4. Partisipasi Barang (Material Participation) ..., 58

5. Partisipasi Uang (Money participation)...............ccococivviiniiininnnns 61

C. Hasil Pemnbahasan ..........cccveviiieiinenricnnrrisiese s e ssscs e 66
1. Partisipasi Pikiran (psycholical Participation) ................cccovveinn, 67

2. Partisipasi Tenaga (Physical Participation)..................ccomininnn. 68

Xi




DAFTAR TABEL

Xi



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan proses pembangunan secara fisik
sebagai perwujudan cita~cita negara untuk smewujudkan masyarakat yang makmur
dan sejahtera merata di wilayah! indonesia, namun demikian pembangunan
infrastruktur yang menjadi/dasar terwujudnya masyarakat\makmur dan sejahtera
belumlah di peroleli masyarakai jika penyebabnya masih, dengan sifat masyarakat
yang apatisdterhadap pembangunan: Partisipasiy‘miasyarakat /merupakan bentuk
keikutsertaan untuk endukung suatu program dengan cara yang beragam. Melalui
pendekatan | partisiapatif . peran serta masyarakat “tidak hoanya tebatas dalam
keikutsertaan| secara—fisik,retapi ketelibatan’ masyarakat dalam .itienyumbangkan
pemikiran serta pemecaian masalah.

Berdasarkan Undarig-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang desa,
dengan tegas disebutkan balivye  pembangunan desa( bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan saran dan prasarana
desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam
dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun kenyataan yang ada pembangunan
infrastruktur pedesaan bertolak belakang dengan tujuan Undang-Undang yang di
terapkan.Kualitas pelayanan pembangunan dalam sarana dan prasarana tidak dapat

dirasakan masyarakat secara keseluruhan,



Proses demokratisasi di indonesia diharapkan mampu mengikutsertakan dan
memaksimalkan peran dan fungsi masyarakat dalam kebijakan pembangunan,
telebih yang langsung berkenaan dengan mereka, seperti program-program
pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini,seperti yang dikutip oleh Todaro (2000:18)
menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada
akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari
kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai
suatu proses yang berdimengi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan
peninjauan kembali késeluruhan ' sistem ekonomi/ dan = sosial., Pembangunan
infrastrukturdmelalui pendekatan paitisipatif meliptti partisipasi”pikiran, partisipasi
tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang, partisipasi uang.

Ditinjau dari akhir tahun 2019-2021 merupakan tahun yang berat bagi dunia
ketika tiba-tiba murcul sebdah wabah covid-19 yang awal mulanya muncul secara
lokal di wuhan-china pada ‘akhir 2019, lalu merembak keseluruh bagian negara
negara di dunia yang meriporak porandakan sendi perekonoriian di dunia terkhusus
di negara indonesia ini. Dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat pedesaan
terkhusus di desa Romanglasa, Virus covid-19 telah membuat aspek aspek
kehidupan melemah terkhusus aspek pembangunan infrastruktur pedesaan di desa
Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa yang mengakibatkan
program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya tidak
berjalan akibat adanya refocousing anggaran untuk penanganan covid-19 itu sendiri.

Pemerintah dalam menetapkan kebijakan seringkali tidak tepat sasaran

sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif jauh dari ketetapan



yang diharapkan. Masyarakat dijadikan sebagai objek dari proses pembangunan
sehingga masyarakat bersifat apatis terhadap perkembangan pembangunan
infrastruktur yang berada dilingkungan sekitar. karena pemerintah sampai saat ini
tidak melibatkan semua lapisan masyarakat untuk ikut berpatisipasi secara penuh
dalam proses pembangunan infrastruktur.

Seperti halnya yang terjadi di desa Romanglasa di mana program
pembangunan infrastruktur yang befsifaf partisipatif tidak betjalan sesuai dengan
keadaan dilapangan. Kebijakan pemerintah desa yang hanya mewakilkan kepada
pihak yang terkait{pada saai \proses perencanaan diall pengambilan keputusan
terkesan hanya menggumirkan kawajiban, masyardkal| yang diharapkan, mampu
memberikan  aspirasi- seringkali terjebak dalam’ proses perencanaan program
pembangunan  infrastruktur -dimana masyarakat hanya merencanakan keinginan
bukan skala kebutuhan yang ada dalam lingkungan sekitar desa Roinianglasa.

Strategi pemeriutali"desa dalam imelakukan komunikasi gengan masyarakat
kurang terjalin schingga niasyarakat tidak punya wadah untuk/menyalurkan aspirasi
secara langsung yang mengakibaikan masyarakat kurang memberikan kontribusi
terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Ini menjadi salah satu
kendala mengapa masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam kegiatan pembangunan
yang di lakukan schingga masyarakat lebih memilih terfokus pada kesibukan
masing-masing.

Undang— Undang No 6 Tahun 2014 pasal 78 tentang Tujuan pembangunan
pedesaan serta Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan : 1).




Pembangunan desa mengedepankan  kebersamaan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan. 2). Perencanaan pembangunan desa diseenggarakan dengan
mengikutsertakan masyarakat desa. 3). Dalam menyusun rencana pembangunan
desa (RPJM desa dan RKP-Desa), pemerintah desa wajib menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partsiipatif, yang di ikuti oleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa. 4). Pembangunan
desa dillaksanakan oleh pemerintah’desa dengan melibatkan seluruh masyarakat
desa dengan semangat gotong royong, dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan
sumber daya alam(desa. 5).\Masyarakat desa beiliak mendapatkan informasi
mengenai rencana dan paiaksanaan \pembangunanidesa..5). Masvarakat desa berhak
melakukan pemantavai terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dengan demikian pembangunan kawasan pedesaan partisipatif perlu
memperoleh | perhatian \dati semua kalangan dalam mecngoptimalkan peran
masyarakat desa sebagai penggerak pembangunan daerah dan-nasional. Di era
Undang-Undang, Nomeot 6 Tahun 2014 tentang dcsa, perdn masyarakat cukup
strategis dalam mendorong  dar. menghidupkan tate kelola pemerintahan yang
demokratis melalui upaya kerjasama lintas sektor dan para pemangku kepentingan
dalam rangka mencegah serta menyelesaikan masalah yang dapat menimbulkan
bencana ekonomi,sosial dan ekologi pada masa depan. Berdasarkan uraian diatas
maka peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai “Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Romanglasa Kecamatan

Bontonompo Kabupaten Gowa.”




B. Rumusan Masalah

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa ?
C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai

yaitu untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur di Desa Romanglasa k

KASs,,
1. Secara_teoriti §“P\ 84
( > ] \\\J"’M//

dapat menambah ilmu pengetahuuan sebagai hasil pengamatan langsung serta

dapat memahami penerapan disiplin iimu yang diperoleh selama studi diperguruan

tinggi.




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Pada penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur dikutip dari beberapa jurnal dan skripsi:

a. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis
Kebijakan Pemerintah Desa),Nurwanda (2016). \Dalam penelitian ada
beberapa indikator yang digunakan sebagai baivan fokus penelitian dalam
menérapkan partisipasi masyarakat dalam . peinbangunan fisik yaitu: a).
Partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran. b). Partisipasi masyarakat dalam
bentuk  tenaga. ¢).- Partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian. d).
partisipasi masyarakat dalam bentuk barang. e). Partisipasi masyarakat
dalam bentuk liang atat dana.

b. Partisipasi Masydrakaty,Dalam Pembangunan Idirastruktor di Desa
Timoreng ' Panua Kcewnatan Panca Rijang’ Kabupaten Sidengreng
Rappang, Latif et al..( 2019). Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana
tingkat partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca
Rijang Kabupaten Sidengreng dalam pelaksanaan pembangunan fisik
sudah sangat baik dengan indikator persentase yang telah disebutkan.

¢. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di
Desa Senyiur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur,Hayati

(2017). Dalam penelitian menjelaskan tentang antusias dari masyarakat



setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

infrastruktur seperti gotong royong dalam pembangunan jalan tani.

Adapun perbedaan yang dapat di uraikan degan bentuk tabel di atas adalah:

Tabel 2.1 Perbedaan Metode Penelitian

No Judul peneliti dan M . ) .
etodologi Hasil penelitian | Perbedaan
nama peneliti

Partisipasi Metode yang |Partisipasi Lokasi
Masyarakat Dalam digunakan masyarakat dalam | penelitian
Pembangunan Fisik fadalah metode | pembangunan serta

1. KStudi Analisis penelitian fisik sudah | analisis
Kebijakan lualitatit. dilaksanakan data.
Pemerintalian secara
Desa)Nurwanda. keselurvhan .
(2016)
Partisipasi Metode Tingkat Lokasi
Masyarakat Dalam | penelitian yang | partisipasi penelitian
Pembangunan digunakan masyarakat di | an metode
Infrastruktur ‘di Desa | adalah metode | desa tersebtit+ penelitian
Timoreng Panua | deskripsi dalam yang

2 N .
Kecamatan/ Panca’| penelitian pelaksanaan digunakan.
Rijang | Kabupaien | kuantitatif. pembangunan
Sidengreng infrastruktur
Rappang, " Latif et sudah berjalan
al.,( 2019). deugan baik.
Partisipasi Metode yang | Tingkat Lokus
Masyarakat Dalam | digunakan partisipasi penelitian
Pelaksanaan adalah metode | masyarakat dalam
Pembangunan pendekatan pelaksanaan
Infrastruktur di | kualitatif yang | infrastruktur  di

3 | Desa Senyiur | menjelaskan desa tersebut
Kecamatan Muara | tujuan dan | sudah cukup .baik
Ancalong kejadian yang | dengan kontribusi
Kabupaten Kutai | ada di desa | dari masrakat
Timur,Hayati tersebut. setempat.
(2017).




B. Pengertian partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta
masyarakat dalam pembangunan, baik itu dalam kegiatan-kegiatan pembangunan
serta ikut dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan itu
sendiri, Haliim (2020). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
tentu tidak diragukan lagi sehingga dalam pelaksanaannya bisa mewujudkan
pemerintahan desa yang partisipatif.komunikatifidemokratis,bertanggung jawab
dan transparan,Rahman (2016

Menurut K&ith Davis\ (Sdstropoetro, 1998:51), menyatakan partisipasi
adalah keteflibatan mcatal dan\ emlosional yang' mendorong untuk ymemberi
sumbangan kepada “tujuan,cita-cita - kelompok ‘dan turut bertanggung jawab
terhadapnya. Menurut Santoso Sastropoetra (1998) menyatakan partisipasi
adalah keterlibatan-sponian dalam kesadaran di sertai tanggung-jawab terhadap
kepentingan kelompok.untuk mencapai tujuan bersama,Maripah-(2017).

Menurut' Isbandi> Rukminto. Adi (Kurniyati (2019) partisipasi adalah
keikutsertaan masyarakat dalamy proses pengidentifikasian masalah dan potensi
yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif
solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah dan
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Menurut Sastropoetro (1998) partisipasi adalah keikutsertaan,peran serta
atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Dengan tidak
langsung menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil bagian atau turut serta

menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan



ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik

semata,Minahasa (2007).

Menurut Conyer Diana (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa

partisipasi masyarakat menjadi sangat penting,yaitu:

1.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi
mengenai kondisi, kebutuhan dan, sikap masyarakat setempat. Tanpa
kehadirannya program pemb@ngunan seita proyek-proyek akan gagal.
Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa
dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Masyarakat akan
mengétahai seluk beluk dari program pesibangundr dan akan, merasa
memili terhadap pembangunan tersebut.

Timbul anggapan bahwa masyarakat memiliki suatu hak demokrasi
bilamana masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. Dapat dirasakan
bahwa masyarakat~mempunyai/ hak untuk memberikan aspirasi untuk
menentukan jenis pembangunan yang dilaksanakan.

Dari segala pendapat yang ada mengenai partisipasi masyarakat dapat

ditarik benang merah bahwa partisipasi adalah keikutsertaan individu untuk

memberikan pendapat dan tenaga baik secara berkelompok ataupun perindividu

dalam suatu kegiatan baik formal maupun nonformal serta harus di dukung

dengan kesadaran dari dalam dirinya ataupun dorongan dari orang lain untuk ikut

terlibat dalam memberikan aspirasi.

a. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Menurut Davis (sastropoetro, 1986:16) mengemukakan bentuk-bentuk



10

partisipasi dalam pembangunan infrastruktur yaitu sebagai berikut:
1. Pikiran (psychological participation)

Pikiran atau gagasan yang bersumber dari mayarakat yang merupakan
partisipasi masyarakat sebagai salah satu bentuk masuakan atau usulan yang
berharga bagi terwujudnya suatu proses pembangunan infrastruktur baik berupa
pembangunan jalan,beton, pengaspalan dan lainnya. Partisipasi pikiran tidak
sebatas memberi gagasan terhadap’pembangunan fisik melainkan sebuah saran
atau usulan yang berharga ke pemerintah desa untuk terwujudnya suatu
pembangunan infrastukiur uniuk nieningkatkan kesejaliteraan masyarakat.

2. Tenaga (physical participation)

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan menyurnbangkan atau
memberikan, Kontribusi , tenaga sebagai bentu sumbangan swadaya dari
masyarakat. Komitmen ini'sebagai kesepakatan dari pemcrintah desa dengan
masyarakat untuk’ mempercepat program  pembangunan  infeastruktur baik
dilakukan secara individd afaupun berke!lompok.

3. Keahlian (participation wish skilf)

Partisipasi keahlian sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk
memberikan keterampilan di bidangnya. Partisipasi keahlian merupakan
keterampilan yang dilakukan melalui keterampilan yang dimiliki masyarakat
kepada anggota masyarakat lainnya yang membutuhkan,dengan maksud agar
orang tersebut dapat melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan

kesejahteraan sosialnya.
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4. Barang (material participation)

Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan atau memberikan alat
dan perkakas dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastrktur guna untuk
memperlancar proses pengerjaan pelaksanaan kegiatan pembangunan itu sendiri.

5. Dana (money participation)

Peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa uang sebagai
bentuk partisipasi dalam bentuk _materi. Walaupiin, prosesnya bisa secara tidak
langsung, namun implikasinya dapat mewujudakan suatu hasilan berupa yang
dapat menunjang pémbangunan) infrastruktur,

b. Tahap-tahap partipasi masyarakai dalam pembangonan
Menurut Tjokmidrojo (1998:104) mengungkapkan partipasi masyarakat
dalam pembangunan terbagi menjadi tiga bagian yaiti:
1. Partisipasi daiam keterlibatan dalam proses penentuan aran.
2. Keterlibatan dalarh’ memikul /‘beban \'dan tangguriz, jawab dalam
pelaksanaan kegiaian.
3. Keterlibatan dalam nierpetik dan memanfaatkan pembangunan secara
berkeadilan.
¢. Macam-macam partisipasi masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (lrene, 2015:61) partisipasi dibedakan
menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partispasi ini berkaitan dengan
penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata kata sepakat

tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama.
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2. Patispasi dalam pelaksanaan. Partisipasi jenis ini merupakan lanjutan dari
rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan
perencanaan,pelaksaan maupun tujan.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi jenis ini tidak terlepas
dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksaan program yang bisa di

capai.

4, Partisipasi dalam evaluasi cnisyini berkaitan dengan masalah
mengetahui  apakah

LU

sebagaimana

Partisipasi masyarakat sebagai terapi
Adapun manfaat dari partippasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

a. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab

b. Meningkatkan proses belajar

c. Meminimalisir perassan terasing

d. Menimbukan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
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e. Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur

Menurut Santoso Sastropoetro (1998) faktor pendukung dari partisipasi

masyarakat dalam pembangunan yaitu:

a.

Faktor kesadaran atau kemauan merupakan keikutsertaan masyarakat
dalam kegiatan pembangunan bukan, timbul begitu saja akan tetapi karena
ada yang mendorongnya unmfuk ikut berpartisipasi,salah satu diantaranya
yaitu faktor kesadardn dari masyarakat itu sendiri.

Adanya partispasi masvarakat merupakan partisipasi yang di dorong oleh
solidatitas'yang tiiggi diantara sesama anggota, masyarakat. Apalagi yang
memulai adaiah pemiinpin. Sehingga keikutsertazn mereka bukan karena
dorongan hati nurani sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan
saja, yang sudah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat khususnya
masyarakat pedcsaan,

Adanya dukungar® nemerintah daerah dan masyarakai’ Pemerintah selaku
pengembang amanat® jrakyat ntuk membangun memanglah harus
berperan,terutama pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah camat,
mereka diharapkan mampu mendorong masyrakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan desa. Mendatangi masyarakat untuk menghimbau dan
saha lainnya. Dukungan dari masyarakat, baik dari tokoh masyarakat
maupun warga secara umum. Partisipasi tokoh masyarakat turut membantu
dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada masyarakat yang

kurang memahami tentang pembangunan desa serta berperan sebagai
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kontrol sosial ditengah masyarakat.

Adapun faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur menurut Santoso Sastropoetro (1998) yaitu:

a. Rendahnya kualitas pendidikan

Sarana pendidikan masyarakat cenderung rendah. Masyarakat di desa
umumnya hanya berpendidikan SD,SMP,dan SMA. Hal ini di sebabkan karena
masyarakat belum mengetahui seberapa besarpentingnya pendidikan untuk
dirinya. Dari hal ini ményebabkan mereka hanya bergelut pada lingkar
kemiskinan karenafninimnya-pendidikan. Rendahnyd pendidikan ini juga menjadi
akar permasélahan babwa kurangnya inisiafifyfa¢syvarakar” dalam menghadapi
masalah-masalah dalain kehidupan mereka.

Meraka hanya memuikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup tanpa
memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang.
Ini menjadikan kendals dalaim penetapan inovasi yang dilakukan-oleh penyuluhan.
Pieh karena itu masygrakat, harus dingatkan lesadardn akan pentingnya
pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan.

b. Tingkat pendapatan rendah

Produktivitas yang sangat rendah mengakibatkan rendahnya pendapatan,
ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan karena terfokus pada pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan.

c. Terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan
Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari

besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta
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menggatungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor
pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah
pedesaan. Sampai saat ini lapangan kerja yang tersedia di daerah pedesaan masih

di dominasi oleh sektor pertanian.

C. Teori pembangunan infrastruktur pedesaan
a. Pengertian pembangunan infrastruktur

Pembangunan adalah peérubahan secara berkelanjutan atau secara terus
menerus yang merupakan kemmajuan dan perbaikan micniyo ke arahytujuan yang di
inginkan. Preses dimulainya pembangunan dengan terpijak kepada pembangunan
masyarakat yang diharapkan mampu . memacu  partisipasi masvarakat dalam
pembangunan | itu sendiri,Orocomna (2004). Menurut ~Siagian (1994:9),
pembangunan merupakan | suatu usaha  pertumbuhan dan pcrubahan yang
terencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa,negara-dan pemerintah,
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Adisasmita (Rahinan, 2016), pembangunan pedesaan merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional yang merupakan usaha untuk
peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dari masyarakat pada
keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potendi dan
kemampuan pedesaan.

Menurut Todaro (Maripah, 2017), menyatakan bahwa pembangunan
bukan hanya fenomena semata,namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus

melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Menurut Ginandjar
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Kartasasmita (Hayati, 2017), menyatakan bahwa pembangunan prasarana satu
diantaraupaya untuk memecahkan sumbatan-sumbatan pada perekonomian.

Pembangunan baik secara fisik maupun non fisik yang dimiliki oleh
masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial,ekonomi dan institusional,
mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ,Nain (2019).
Pembangunan dapatlah dikatakanberhasildapabiladesa tersebut memiliki sarana
dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat
mendukung kemajuan masyarakat,Pangemanan (2017).

Pembangunan - mewemerilukan  perencanzan ~ karena  kebutuhan
pembangunafi lébih Desar datipada’ sumberyidaya | yang, tersedian, Melalui
perencanaan ingin ditumuskan kegiatan pembanguunan yang secara efisien dan
efektif dapat memberikan hasil yang optimal dalam mem=nfaatkan sumber daya
yang etrsedia dan mengembangkan potensi yang ada,Suwandi.& Rostyaningsih
(2012).

Dengan ‘demikiafl’ pembangunan infrastruktur pedesaan adalah sebuah
program terencana yang bérlargsung secara bertzhap dan berkelanjutan untuk
mengurangi keterbelakangan kemiskinan yang dengan demikian pembangunan ini
dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan.

b. Prinsip-prinsip pembangunan

Menurut Solaeman (Zambhariri, 2008), pembangunan masyarakat harusnya

menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Transpransi (keterbukaan)

2. Partisipasi




3. Dapat dinikmati masyarakat

4, Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)

5. Berkelanjutan (sustainable)

D. Konsep pembangunan infrastruktur

Infrastruktur  merujuk  pada sistem fisik yang menjadikan
transpotrasi,pengairan,drainase,bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik
yang lain dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, dasar manusia dalam lingku
sosial ekonomi. Pada dasamya pelaksanaaan infrastrukiur dilaksanakan oleh
masing-masing individu.sarma \halnya dengan peméenvhan . kebutuhan dasar
lainnya,Kogoya et al., (2015).

Berbagai program pengembangan pembangunan telah dilaksanakan
dengan pendekatan  partisipatif —yang meliputi-"pembarigunan  infrastruktur
pedesaan,perencanaan pembangunan yang partisipatif. Menusul Hadi (2015),
konsep dari pembangrnanvang partisipatif ini meliputi tiga unsws,yaitu:

1. Peningkatan pcran masyarckat  dalam | peredeanaan.implementasi
pembangunan pemaii2atan ~ hasil  pembangunan  serta  evaluasi
pembangunan.

2. Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut

3. Peran pemerintah sebagai fasilitator
Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan nasional merupakan

syarat utama yang akan melandasi keberhasilan dalam proses pembangunan
indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang sebagai proses

dan bagian dari tujuan, dimana partisipasi merupakan salah satu indikator tingkat
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keberhasilan khusunya program pembangunan desa. Konsep pembangunan
dengan pendekatan partisipasi masyarakat dapat memberikan beberapa
keuntungan antara lain:
|. Pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat sehingga
kelestarian hasil pembangunan tersebut lebih terjamin
2. Pembangunan menjadi lebih mudah karena masyarakat juga menanggung
sebagian atau seluruh biayaproyek pembangunan tersebut
3. Peranan pemerintahatau organisasi non pemerintah hanya sebatas sebagai
fasilitator sédangkan -inisiafif berasal dari masyarakat itu sendiri.(Kogoya
et alg 2015).
E. Kerangka pikir
Menurut {Jma (Sugiyono, 2017), mengemukakan bahwa kerangka berfikir
merupakan 'model-*onseptual tentang bagaimana teori, berhabungan dengan
berbagai faktor yang. telah di identifikasi scbagai masalah-penting. Dengan
demikian kerangka maks kerangka berfikr adalah scbuah pefuabaman yang paling
melandasi pemahaman-pematiziman lainnya,sebuah pemahaman mendasar dan
pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari penelitian yang akan
dilakukan. Partisipasi asyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan
merupakan salah satu hal yang berhubungan dengan kescjahteraan masyrakat
pedesaan pada umumnya.
Sehubungan dengan teori dan konsep partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur pedesaan sebagaimana yang telah disebutkan oleh

Davis (sastropoetro, 1986:16) berupa bentuk-bentuk partisipasi dalam Pikiran
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(psychological  participation),Tenaga  (physical  participation),Keahlian
(participation with skill),Barang (material participation) dan Dana (money

participation

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo
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Gambar 2.1 kerangka pikir
F. Fokus penelitian
Berdasarkan kerangka fikir di atas maka fokus penelitian ini mengenai
partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Di Desa Romanglasa
Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam bentuk partisipasi

pikiran,tenaga,keahlian,barang dan uang dengan tujuan untuk meningkatkan
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kemampuan masyarakat sebagai subyek dan pelaku utama melalui pelaksanaan

kebijakan dari program pembangunan.

G. Deskripsi fokus penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas mengenai partisipasi masyarakat

dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo

Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

1.

Partisipasi Pikiran (psychological participation) adalah keikutsertaan
masyarakat untuk /memberikan sebuah gagasan atau ide sehingga
masyarakatdisaimeny=mpaikan aspirasinya deirigan baik.

Partisipasi Tenaga (Physical partisipation) adniah keterlibatan masyarakat
dalam memberikan energi secara individu atau keiompok pada saat proses
pelaksanaan « permmbangunan  untuk  mempercepat - pelaksanaan
pembangunarn, seperti gotong royong, kerja bakti dan lain sebagainya.
Partisipasi ( Keahlian (participation with skifl) cadataii | keikutsertaan
masyarakat dalar’ memberikan  sumbangsih | berupd <keterampilan yang
dimiliki berdasarkan® 'kemampuan atau keahliannya pada proses
pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berlangsung.

Partisipasi Barang (Material participation) adalah partisipasi masyarakat
berupa barang atau alat yang bisa digunakan dalam menunjang proses
pembangunan infrastruktur.

Partisipasi Dana (Money participation) adalah kekutsertaani masyarakat
dalam memberikan Kkontribusi berupa uang,iuran,dana atau proses

pengajuan-pengajuan yang terprosedur untuk mendapatkan dana.
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METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian
Waktu penelitian berlangsung 2 (dua) bulan dan tempat penelitian yang akan

dilaksanakan penulis bertempat di lingkungan Desa Romanglasa Kecamatan

Bontonompo Kabupaten Gowa.
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masalah yang akan diteliti baik berdasarkan fenomena-fenomena yang

terjadi pada obyek pnelitian selama penelitian berlangsung.

C. Informan penelitian

Dalam penelitian, peran informan sangat penting dan perlu. Penentuan

narasumber dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan

21
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dengan cara,memilih orang tertentu yang di pandang memiliki pengetahuan dan
informasi mengenai permasalahan yang diteliti mengenai partisipasi masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonompo
Kabupaten Gowa. Peneliti ini terdapat informan yaitu:

tabel 3.1 data Informan Penelitian

No Nama Inisial Jabatan Jumlah
1. Abdul Haris AH Kepala Desa 1
2. Enny Hasriani EH Sekretaris 1
3. Nurdin Nompo ND Ketua BPD 1
4. Said SD Anggoia BPD 1
5. Makmur MR Kepala Dusca 1
6. Bagan BG Ketua RW 1
7. Miala ML Ketua RT i
8. | Muhammad ichsan Ml Ketua LSM ]
9. Agus salim AS Masyarakat 1
10. Rariii RM Masyarakat 1
11 Nyembatig NY Masyarakat 1

Jumiah 11

D. Teknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
adalah observasi,wawancara dan dokumentasi.
1. Observasi lapangan
Observasi lapangan merupakan pengawasan dan pencatatan yang
sistematis terhadap gejala gejala dalam objek penelitian, observasi

dilakukan dengan cara melihat secara langsung bagaimana partsipasi
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masyarakat dalam pembangunan di desa Romanglasa Kecamatan
Bontonompo Kabupaten Gowa tentang permasalahan yang berhubungan
dengan penelitian, peneliti melakukan pengamatan dan mencatat hasil
observasi.

2. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh makna yang rasional dengan melakukan

percakapan secara berhada s (face to face) dengan informan .

sebagai pengecekan ¢
waktu. Lebih lanjut sugiyono (2017:127) membagi triangulasi ke dalam tiga
macam yaitu:
1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil
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pengamatan,wawancara dan dokumen dokumen yang ada. Kemudian peneliti
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan dan
membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang ada.
2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber
yang mana dengan teknik yang berbeda4 Dalam hal ini data yang diperoleh
dengan wawancara, lalu di cek demgan observasiidan dokumen. Apabila dengan
teknik pengujian kreadibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda
beda,maka peneliti‘melakukan diskusi lebih lanjui lcpada sumber data yang
bersangkutanfatad yang\lain, untuk)meémastikan,dafa inana yang dianggap benar
atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-oeda.

3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat
narasumber masih segar,"bélom banyak masalah akan memberikan data yang
lebih valid sehingga <lehih kiedibel. Untuk itu' dalati/rangka pengujian
kreadibilitas data dapat dilaltukan dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara,observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila
hasil uji menghasilkan data yang berbeda,maka dilakukan secara berulang-ulang
sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
F. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif
dimana peneliti terjung langsung kelapangan untuk memperoleh data dari awal

hingga akhir penelitian. Kemudian data yang telah didapat di olah secara
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sistematis dan logis, yaitu dengan menggambarkan kenyataan dan keadaan yang

tejadi pada objek penelitian secara apa adanya, yang diperoleh baik dari subyek

peneliti maupun informasi peneliti untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun tahap

dalam analisi data penelitian ini adalah sebagi berikut:

1,

Reduksi data (data reduction)

Mereduksi data, yaitu dari hasil pénelitian yang dilakukan oleh peneliti,
peneliti akan merekan semaa data yang diperoleh kemudian memilih hal-
hal yang pokok dan memfokuskan sesuai dengan fokus penelitian.
Dengan demikian, data yang telah di reduksi’ dapat inemberikan suatu
gambaran lebiiid jelas \)mengenai pattisipasi’ “nasyarakaty dalam
pembangunau di desa romanglasa kecamatan bontorompo kabupaten
gowa.

Penyajian data (data display)

Setelah data Jirangknm peneliti akan menyajikan daia dalam bentuk
suatu uraian «singkatbagan, hubunganantar kategori dan jenisnya,
sehingga ‘peneliti akan ,Jebih muda menjelaskan’ mengenai hasil yang
telah diteliti dan dapat menarik sebuah kesimpulan.

Penarikan kesimpulan (conclution drawing and verification)

Langkah ketiga dari analisi dalam penelitian ini adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi yaitu dari hasil penelitian ini, peneliti
memberikan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam

pembangunan  infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan

Bontonompo Kabupaten Gowa.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi lokasi penelitian
1. Profil Desa Romanglasa

Desa Romanglasa merupakan bagian dari daerah Kabupaten Gowa yang

senanantiasa mengambil bagian d erencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Gowa khususnya mpo baik sebagai subjek

maupun objek pada ting aksanaan pembangunan

desa yang teru / umumnya

a2 F ', ak 119,
&\\\“'i’://

24", 12 5/, 25 ,‘ “-‘\.Q‘ fuas g terbagi atas 3

Kecamatan

Bontonompo

e Sebelah tim enEa ¢da Kecamatan
Bontonompo

e Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kalebarembeng Kecamatan
Bontonompo

e Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulogading Kecamatan Bontonompo.
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2. Jumlah penduduk di Desa Romanglasa

Penduduk dari Desa Romanglasa pada tahun 2019 sampai 2020
mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 berjumlah 2.621 jiwa
sedangkan tahun 2020 tercatat 2.644 jiwa. Jumlah penduduk terbesar yakni 1.241
jiwa yang mendiami Dusun Bontosallang pada tahun 2020 dan jumlah penduduk

yang paling rendah berada pada Dusun Taneteyakni 510 jiwa per tahun 2020.

Secara umum perbandingan jumlah penduduk laki-laki di  Desa
Romanglasa lebih sédikit di befiding dengan jumiah/penduduk perempuan untuk
pertahunnyaArtinya jurilah penduduk perempuan icbih banyak darni pada jumlah
penduduk laki-laki yaitu perbandingan 45% laki-laki dan 55% perempuan. Hal
ini dapat dilihat dari jenis kelamin laki-laki penduduk Desa Romanglasa sebanyak
1.270 jiwa sedangkh percmpuan sebanyak 1.374 jiwa. Jumla-penduduk Desa

Romanglasa dapat diflihat.paca tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 jumlab penduduk menurut jenis'kelamin tiap dusun di Desa

Romangiasas 2019 samupal 2020

Jenis kelamin
Dusun Jumlah
Laki-laki perempuan
1. Tanete 248 262 510
2. Bontosallang 581 660 1.241
3 Borongrappoa 441 452 893
Jumlah 2020 1.270 1.374 2.644
2019 1.257 1.364 2.621

Sumber. Badan Statistik Kecamatan Bontonompo
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3. Visi dan misi Desa Romangiasa
a. Visi
“Terwujudnya Desa Romanglasa yang aman, sehat dan sejahtera dengan
tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya”.
b. Misi

1. Memperbaiki dan menambah &arana dan prasarana yang di butuhkan

oleh masyarakat

7. Mendorong peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan

pembangunan.
8. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan

ekonomi dan budaya.
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Bagan 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Romanglasa

Kecamatan Bontonompo

Kepala Desa
ABDUL HARIS

BPD

l

. BPD (Badan
3. Sektertaris Desa
4. Pelaksana teknis desa terdiri dari:
a. Kepala urusan keuangan
b. Kepala urusan administrasi
c. Kepala urusan umum

d. Kepala urusan pemerintahan

Sekretaris Desa
ENNI HASRIANI

Kaur Kenangan
FACHRLST
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e. Kepala urusan pembangunan

f. Kepala urusan kesejahteraan rakyat
. Kepala kewilayahan

a. Kepala Dusun

b. Kepala RT/RW

. Kepala Desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai

unsur dari penyelenggara pe a berdasarkan UU RI Nomor 6

. Melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan desa  yang
akuntabel,transparan,professional,efektif dan efisien,bersih serta bebas
dari kolusi,korupsi dan nepotisme.

. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah lembaga yang melaksanakan
dan mengatur fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
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demokrasi.
BPD menyelenggarakan fungsinya:
a. Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan desa bersama kepala
desa
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

¢. Dan melakukan pengawasan kinerja

kepala desa penyusunan laporan

N

> Xp
§ 3

a. Kepala urusan keungan untuk membantu sekretaris desa melaksanakan
pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan-bahan
penyusunan APBD serta laporan keungan yang dibutuhkan desa.

Kepala urusan keuangan menyelenggarakan fungsinya:
1. Mengelola administrasi keuangan desa

2. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDes




3.
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Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan

Melaksanakan tugas lain yang di berikan sekretaris desa

b. Kepala urusan administrasi membantu sekretaris desa dalam melaksanakan

urusan-urusan ketatausahaan seperti tata naskah,administrasi surat

menyurat,arsip dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa.

Kepala urusan administrasi menyelenggarakan fungsinya:

1.

2.

Melakukan administrasi.sUrat meyurat serta pelayanan umum
Melaksanakan tligas administrasi kearsipan,dokumentasi data dan

kepustakaan.

. Mencari,mengumpulkan,menghimpung  dan mengelola,  serta

menyajikan data-data dan informasi yang berhubungan dengan bidang
tugasnya
Melaksanakan. tugas administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan

dinas

¢. Kepala urusan uinim untuk membantu sekretaris desa’dalam melaksanakan

administrasi umum,tata uszha kearsipan ,pengelolaan inventaris kekayaan

desa, serta mempersiapkan bahan rapat laporan.

Kepala urusan umum menyelenggarakan fungsinya:

1.

Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan keluar serta
pengendalian tata kearsipan untuk desa

Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa

Pengelolaan administrasi perangkat desa

Sebagai penyedia,penyimpanan dan pendistribusi alat tulis kantor serta
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pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang ada di kantor.

d. kepala urusan pemerintahan untuk membantu kepala desa melaksanakan
pengelolaan administrasi kependudukan,administrasi
pertanahan,pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
mempersiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan penataan,kebijakan

dalam penyusunan produk hukum dés

Kepala urusan pemerin ] ; an fungsinya:

1. melaksanakan ad

2. adminis /Q»‘P\S MUHAM
& GWMKASs,

4, 'me 2 ban \\‘ “"’n’/

’ .
~J \ )” \\\\ _%\\‘A\
i g 5 "\SS. -"/-’

tugas pembantu.

Kepala urusan pembangunan menyelenggarakan fungsinya:

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan

2. Menyiapkan bantuan-bantuan untuk analisa dan kajian perkembangan

ekomoni masyarakat
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3. Mengelola tugas pembantuan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh seorang kepala desa

f. Kepala urusan kesejahteraan rakyat untuk membantu kepala desa untuk
mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis,penyusunan

program keagamaan serta melaksanakan program pemberdayaan

masyarakat dan sosial kemasyarakata

Kepala urusan kesejahteraa

Nl g

. Membantu kepala desa melakukan kegiatan dalam pembinaan dan
kerukunan warga desa
2. Pelaksana dari tugas seorang kepala desa di wilayah kerja yang sudah
ditetapkan
3. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  dan

pembangunan

-
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4. Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa
b. Kepala RT/RW membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban dalam kegiatan kerukunan warga.

c. Warga desa/masyarakat desa

4.Tingkat pendidikan dan mata pencaharian di desa Romanglasa

Tingkat pendidikan pendud «A manglasa masih rendah dimana

N

masyarakat kebanyakan

inovasi yang diterapkan oleh pemerintah.
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Tabel 4.3 Tingkat pendidikan di desa Romanglasa

NO | Tingkat pendidikan Jumlah

1. Tidak tamat SD 365
2. SD 387
3 SMP 313

401

(0

S

B. Hasil Pembaha

a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

1. Pembangunan infrastrtruktur Tahun 2018-2021

Pada dasarnya pembangunan yang baik harus dimulai dari proses
perencanaan yang baik, maka dari itu perencanaan yang baik berasal dari analisis
masalah dan perumusan masalah yang tepat. Dalam perumusan masalah ini

perencanaan harus berasal dari bagaimana kita memiliki keinginan untuk keluar
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dari permasalahan yang ada dan mencapai titik keseimbangan dan keadaan yang

kita inginkan dan dapat di capai secara rasional.

Perencanaan bersama masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang paling
mendasar untuk menunjang proses pembangunan secara berkelanjutan.

Sebagaimana di kutip dari teori Isbandi Rukminto Adi (Kurniyati,2019) bahwa

masyarakat harus ikut serta dalam pros ntiﬁkasian masalah dan potensi

Romanglasa

No | Jenis pembangunan
infrastruktur

1 Jalan paving blok

2 Drainase

3 | Talud
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Dari data diatas dapat di ketahui bahwa pembangunan infrastruktur didesa
Romanglasa pada tahun 2018 sampai 2021 yaitu pembuatan jalan paving block
berupa jalan tani dan jalan desa yang bertujuan untuk mempermudah akses jalan
warga,memperlancar aktivitas warga dan antar desa,sebab akses jalan menjadi
faktor penting dalam distribusi hasil pertanian dan produksi batu bata mengingat
mayoritas warga di desa Romanglasa adalah petani dan pembuat batu bata.
Drainase adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan
atau bawah permukaan (tanah dari suau tempat vang di gunakan untuk
mengalirkan resapdn air hujan di lingkungan warga t#¢nju ke badan sungai yang
terdekat. _Talud adalaii ‘bangunan yang berguna untuk ‘memperbesar tingkat
kestabilan tanah yarng ketebalan mioimun 25 cm dengan kedalaman/ pondasi
sesuai dengan hasil penyelidikan tanah, mengingat fungsi dzri jalan desa dan jalan
pertanian maka peiizbangunan Talud jalan desa dan pertanian di- harapkan dapat
meningkatkan kelancaran transportasi dan perhubupgan darat antar desa dan
mempermudah ‘aktivitas “para petani. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini
berlangsung dari ‘tahun 2018 sampai 2020. Namuu pada akhir tahun 2019 ada
beberapa pelaksanaan pembangunan infrastfruktur yang sempat tertunda karena
adanya wabah virus covid 19 kemudian dikerjakan kembali setelab adanya
kebijakan dari pemerintah pusat untuk di laksanakan kembali dengan mengikuti

protokol kesehatan.

Seperti hasil wawancara dengan kepala desa Romanglasa yang

mengatakan bahwa:
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“pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa selama tahun 2018
sampai saat ini yaitu kebanyakan perbaikan jalan dan pembuatan jalan
paving blok, Drainase dan Talud. Namun karena adanya wabah covid 19
pada akhir 2019 pembangunan infrastruktur sempat terhenti dan
dilanjutkan kembali setelah adanya arahan atau kebijakan dari pemerintah
untuk melanjutkan kembali”. (Hasil wawancara dengan AH, 31 Mei 2021).
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan
infrastruktur di desa Romanglasa berupa perbaikan jalan,pembuatan jalan paving
blok, Drainase dan Talud. Namun_pembangunan infrastruktur ini sempat
terkendala karena adanya dampak virus covid 19, kémudian dilanjutkan kembali

setelah adanya kebijakan ‘dar pemerinteb pusat untukmmelanjutkan proses

pelaksanaan penibangunarr inirastruktar Kembali.

Senada dengan wawancara  dengan salah saiu anggota BPD yang
mengatakan bahwa:

“ Pembangunan infrastruktur yang ada di desa Romangi=sa ada beberapa

yang sudah direncanakan namun yang berhasil tcrealisasi dengan baik

yaitu seépertinpembuatan jalan paving di beberapa.lgrong masuk ke
pemukiman warga serta perbaikan jalan, pembuatan Drainase di setiap

Dusun dan pemboeatan Talud. Tapi ada juga beberapa pembangunan

infrastruktur lainnya 4-ang belum sempat dilaksarakan karena terkendala

oleh wabah virus covid 19 serta anggarannya”. (Hasil wawancara dengan

SD 3 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa
pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Romanglasa, namun yang terealisasi
dengan baik yaitu pembuatan jalan paving, Drainase dan Talud. Namun rencana
yang telah dibuat sebelumnya terkendala oleh wabah virus corona yang
berdampak pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan adanya

refocousing anggaran yang di tetapkan. Hal ini membuat pelaksanaan

pembangunan infrastruktur tertunda akibat dampak dari virus 19 tersebut.
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Seperti yang di katakan oleh salah satu masyarakat di desa Romanglasa

yang mengatakan bahwa:

“yang saya lihat dan rasakan pembangunan fisik di desa Romanglasa itu
kebanyakan perbaikan jalan yang rusak sebelumnya, lalu ada Drainase dan
ada pembangunan Talud juga”. (Hasil wawancara dengan NY 5 Juni
2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pembangunan
infrastruktur di desa Romanglasa‘adalah perbaikan jalan sebelumnya serta
pembuatan jalan paving unfuk menjangkau atau mempermudah warga yang
tinggal di lingkungéan yang padatsakan rumah pénduduk sekitar,dan pembuatan

Drainase yang ada di seiiap dusun seita pembuatdn {alud.

Pembangunan infrastruktur  dikelolah berdasarkan perolehan anggaran
Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD). Dania Desa merupakan dana hasil
implementasi dari Wndang-l)ndang Desa No 6 Tahun 2014 yangsbersumber dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diserabkan pengelolaannya
oleh negara kepada desa iintuk kescjahteraan masyarakat, Demikian pula dengan
Alokasi Dana Desa (ADD) yarz bersumber. dari. dana perimbangan daerah,
Berikut penggunaan rencana anggaran biaya pembangunan infrastruktur 2018

sampai 2020,

Tabel 4.5 Rencana Anggaran Pembangunan Infrastruktur 2018-2020

Tahun Kegiatan Lokasi Total Sumber
anggaran
Pembuatan batas Dusun 35.197.000
Dana Desa
RT Borongrappoa




Lanjutan pekerjaan | Dusun Tnete 104,162,100
saluran Drainase
Pembuatan Talud | Dusun 57.850.700
2018 | depan kantor desa | Borongrappoa
Pengerjaan plat | Dusun 7.489.000
Duicker (1x3 m) Bontosallang
Pengerjaan plat | Dusun 13.482.00
Duicker (1x5 m) Borongrappoa
Pengerjaan Paving | Dusun Tanete | 18.,986.000
blok (180 m)
Pengerjaan paving ({Dusun 137.876.000
blok (135 m) Bontosallang
Pengerjaan__paving | Dusun 166.281.00
blok (180 m) Borongrappoa
Pekerjaan Drainase | Dusun 69.982,000
(67 m) Borongrappoa
Pekerjaan plat Dusun 5.493.000
Duicker Bontosallang
Pekerjaan plat Dusun 5.231.000
Duicker Bontosallang
Pembangunan balai | Dusun 617.800.000
pertemuan Borongrappoa
2019
masyarakat desa
Pembangunan Dusun 173.499.300
paving blok(.145 Borongrappoa APBD
m)
Pembangunan Dysun 170.384.000
paving blok (146 Bontosallang
m)
Sirtu Dusun Dusun 76.464.000
Bontosallang Bontosallang
(229x5 m)
Plat Duicker (1x5 Dusun 14.148.000
2020 | m) Bontosallang ADDS
Rumah data kantor | Kantor desa 35.892,000
desa
Pengerjaan paving | Dusun 17.646.000
blok (22 m) Borongrappoa
Pengerjaan paving | Dusun Tanete | 97.089.000

41
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| | blok (95x1,3m) | |

Dari data di atas menunjukkan bahwa rencana anggaran dana desa
bersumber dari Dana Desa (DD), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
dan Alokasi Dana Desa Swadaya (ADDS). Semua sumber pendapatan yang
diterima oleh desa harus digunakan untuk’ kepentingan pembangunan desa, salah
satunya pembangunan infrastruktir. Proses pelaksanaan pembangunan tersebut
memerlukan perencanaafi yang baik | Dalam penyusunan perencanaan
pembangunan, pemerintah desa dituntut untuk akuntahe! dan partisipatif sesuai
dengan amanah’ Undang-Undang) Desa. Selain itu kualitas pembangunan desa
akan ditentukan olch desa sejauh mana peran serta masyarskat desa dalam
memberikan aspirasi uituk melaksanakan,mengawasi  serta - mengevaluasi

pembangunan tersebut.

Selain pembangunan desa akan ditentukan oleh _sejaulymana pemerintah
desa mampu menerapkar. prinsip-prinsip pembangunany yaitu: transparansi,
partisipasi, dapat’ dinikmati © masyarakat,? dapat dipertanggungjawabkan
(akuntabilitas), serta berkelanjutan (sustainable). Sehingga masyarakat memiliki

akses untuk mendapatkan informasi dan data terkait pembangunan desa.

Seperti  hasil wawancara dengan sekretaris desa Romanglasa yang
mengatakan bahwa:
* Dalam perkembangan pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa

dengan proses pelaksanaan dilakukan secara bertahap-tahap berdasarkan
proses pencairan anggaran dan ini melalui proses musyawarah
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pembangunan, tapi untuk tahun ini karena terdampak pandemi covid-19

adanya pemotongan anggaran atau refocousing tergantung dari tingkat

urgensi atau kebutuhannya maka anggaran tersebut disesuaikan dengan
skala prioritas tingkat kebutuhan yang mendesak dan ini disetujui melalui
proses musyawarah perencanaan pembangunan.” (Hasil wawanvara

dengan EH, 3 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahi bahwa perkembangan
pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan secara berkelanjutan (sustainable),
proses pelaksanaan pembangunan dif lekukan secara bertahap berdasarkan
pencairan dari anggaran yang.ada untuk pelaksanaan,pembangunan infrastruktur
berdasarkan skala prioritas kebutuhan. \Wamun karena adanya wabah pandemi

covid 19 ini adanya pematfongan atau' refocousing anggacan untuk, penanganan

covid 19

Senada dengan pendapat dari kepala desa Romang!asa yang mengatakan

bahwa:

“Di lihat dariktadaan/perekonomian sekarang akibat zdanya wabah virus
corona atau covid 19.ada pemotongan atau refocousmg anggaran untuk
penanganan covid 19 berupa bantuan kepadaimasyaraiat seperti BLT,BST
dan lain sebagainya‘dan ini sudah direncanaken sébelumnya dan ini salah
satu bentuk kebijakanipemerintah pusat. Iny adalah salah satu cara yang
dilakukan ‘pemerintah untuk. ' \meinbantu masyarakat dibidang
perekonomian karena semua orang terdampak.” (Hasil wawancara dengan
AH, 31 Juni 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemotongan anggaran
ini dilakukan melalui kebijakan dari pemerintah untuk membantu perekonomian
masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi covid-19 dengan memberikan

bantuan kepada masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat yang

terdampak. Dalam hal ini pembuatan kebijakan akan pelaksanaan pembangunan

infrastruktur sempat tertunda dengan perencanaan sebelumnya akibat adanya



refocousing anggaran.

Dari beberapa wawancara di atas mengenai pembangunan infrastruktur
dan anggaran yang di gunakan dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur
dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis pembangunan yang ada di desa
Romanglasa baik sarana dan prasarana yang dapat digunakan masyarakat desa
setempat untuk kesejahteraannya yangddikelola dengan menggunakan beberapa
jenis sumber anggaran baik dari pemerintah pusat maupun dari anggaran dana
desa itu sendiri gunasmenunjang keberhasilan pembangunan infrastruktur itu

sendiri.

b. Bentuk-Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
di Desa Romanglasa
1. Partisipasi pikiran (psycholical participation)

Partisipasi. piKiran,mérupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi
seseorang dalam situasi | kelompok yang mendorongnyz uintuk memberikan
sumbangan kepada kelompok, dalam usaha mencapat suatu tujuan serta turut
bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu proses dimana
masyarakat ikut terlibat dalam menganalisis permasalahan, lalu merumuskan
masalah yang terjadi dalam lingkungan desa.

Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan atau proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, dengan

adanya musrenbang ini maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau
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pelaku dalam merencanakan pembangunan di desa Romanglasa yang di wakili
oleh beberapa perwakilan dari para pemangku kepentingan stakholder baik itu
dari kepala Dusun dan RT, Tokoh Masyarakat, Ketua Remaja dan LSM. Melalui
perwakilan ini mereka diharapkan membawa inspirasi,pikiran, dan masukan
berdasarkan kebufuhan masing-masing di setiap dusun,kelompok,lembaga dan
lainnya. Dalam proses perumusan masalah ini ada beberapa tahap dalam
pelaksanaannya, yaitu:Rencana Pembangunan,, Jangka Menengah Desa
(RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Adapun partisipasi
pikiran yang dapatdilakukan-olsli masyarakat desa yaili:

a. Partisipasi masyaralzal’ dalam . pengambilan kepuiusandalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang) di desa Romanglasa

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrembang) merupakan
agenda tahunan dimana warga saling bertemu untuk mendiskusikan masalah yang
mereka hadapi untuk ‘memutuskan prioritas pembargunan-/jangka pendek.
Kemudian permasalahantvang teiah didiskusikan secata wiusyawarah mufakat
akan di usulkan kepada pemerinigh| meclaln badan pengawas desa (BPD)

berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.

Fokus utama dari pembahasan Musrembang adalah fokus pelaksanaan
program yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa harus
mampu bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
Musrembang akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan serta

kemajuan desa, dengan cara memotret potensi desa dan sumber-sumber
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pembangunan yang tidak tersedia baik di dalam desa maupun di luar desa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
menjadi media pemerintah untuk melibatkan semua kalangan masyarakat.
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak
adanya, di samping untuk merangkul tingkat keikutsertaan masyarakat itu sendiri
secara tidak langsung memberi peningkatan kapasitas program yang akan di

jalankan maupun bagi masyarakat itu sendiri.

Hal ini dapat dilibat_dari wawancara dengan salah satu masyarakat desa

setempat yang mengatakati bahwa.

“Kadang saya tidak sempat ikut berpartisipasi karena adanya beberapa
kendala pekerjaan vang mengakibatkan saya tidak bisa ikut pada proses
pengambilan keputusan pada saat proses perumusan masalah yang terjadi
dilingkungan-setempat.” (Hasil wawancara dengan RM, 6.Juni 2021).

Dari hasil wawaiicara tersebut di ketahui bahwa masyarakat terkadang
tidak bisa ikut berpartisipasi pada saat perumusanymasslan yang terjadi di
lingkungan setempat kareida adanya beberapa kendala) masalah pekerjaan yang

mengakibatkan masyarakat kurang berpaiiisipasi pada proses tersebut.

Berikut wawancara ketua RT Dusun Bontosallang Desa Romanglasa yang

mengatakan bahwa:

“Memang betul pada saat proses pengambilan keputusan terhadap
masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar hanya di wakili oleh
beberapa pihak terkait ataupun mewakili, kemudian masalah yang telah di
usulkan dan telah mencapai hasil musyawarah mufakat ini di bawah ke
proses musrenbang untuk di bicarakan kembali berdasarkan tingkat
kepentingan dan kebutuhannya”. ( Hasil wawancara dengan BG, 31 Mei
2021).
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Wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses pengambilan keputusan
terhadap suatu masalah lingkungan sekitar hanya di wakili oleh beberapa orang
seperti ketua RT,RW dan tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam perumusan
masalah tersebut berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya. Kemudian
dari beberapa masalah yang terjadi akan di pertimbangkan kembali pada saat

pengambilan keputusan di proses musrenbang.

Tambahan wawancaraddengan ketua BPD (Badan Pengawas Desa) yang
mengatakan bahwa:

“Pada’ saat proses’ pengambilan keputusai . terhadap<masalali yang terjadi

di beberapa dusunnya, hanya di wakili oleh beberapa orang seperti kepala

Dusun,RT/R'W ataupun tokoh masyarakat yang sempat hadir untuk proses

pengambilan  keptusan tersebut, kemudian permasalatian yang telah

dibicarakan bersama di pertimbangkan kembali untuk dalam musrenbang

agar masalah tersebut bisa segera di'selesatkan®. (Hasil wawancara dengan
ND, 3 Juni 2021).

Wawancara i atas i ketahui bahwa pengambilan keputusan terhadap
masalah yang |terjadi- tiarus: di / pertimbangkan kembalii8rdasarkan tingkat
kepentingan dan kebutuhan rrasvarakat itu sendiri, agar xfiasalah yang terjadi bisa

di tangani dengan bijak oleh pemerintak.

Proses pembuatan keputusan atau perumusan masalah mengenai
pembangunan dimana msayarakat memberikan pemikiran berupa saran, kritik
maupun masukan yang dapat ditampung dan terima sebagai suatu aspirasi
masyarakat. Dalam proses perencanaan ini masyarakat yang mewakili
memberikan sebuah kontribusi khusus dalam suatu pembangunan yang

mengedepankan kepentingan bersama untuk mencapai pembangunan infrastruktur
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b. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJMDes)

Dalam proses perencanaan pembangunan yang baik pemerintah desa di

tuntut untuk akuntabel dan partisipatif «dalam proses perencanaannya sesuai

dengan amanah undang-undang desa. Dalam hal ini pemerintah melaksanakan

suatu kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang

dilakukan dalam gangka 5 ‘tzhun: Proses RPIMIJes di desa Romanglasa

dilaksanakandpada tahin22020, dsngan mengikuti prot¢le kesehatan, di masa

pandemi ‘covid 19. Berikut daftar masalah yang di bahas dalam pelaksanaan

RPJMDes vaitu:

Tabel 4.5 Dafiar pengelompokan masalah

No

Masalah

Terdapat jalansjwiama sepanjang 800 meter di Dusun
Bontosallang,lanjutan’ jalan . yangbielahiv dipaving blok masih
rusak.

2. | Terdapat dua lorong mengelilingi Dusun Tanate sepanjang 500
meter yang becek di musim hujan berdebu di musim kemarau.

3. [ Terdapat jalan tani sepanjang 500 meter di Dusun
Borongrappoa yang becek dan beriubang.

4. | Terdapat suatu perkampungan di Dusun Bontosallang yang

tidak memiliki jalan tani maupun jalan desa sepanjang 1500
meter.




Terdapat jalan di RK 01 RT 01 Dusun Bontosallang sepanjang
250 meter yang menghubungkan desa Gentungan Kec.Bajeng
Barat rusak.

Terdapat jalan sepanjang 200 meter di Dusun Bontosallang
yang sering menjadi jalur distribusi angkutan batu merah yang
terhubung dengan desa Gentungan, namun sempit dan becek
karena sering di cangkul petani.

Perlu pembuatan jalan dusun di perkampungan Bontosallang
sepanjang 450 meter karen@ banyaknya pemukiman warga yang
terdapat ditengah-tengah perkampungan Dusun Bontosallang.

Perlu pengerjaan Drainase vang ada keliling desa Romanglasa
sepanjang 3 kin.

Terdapat jalaa tani dar pérlujuga di Talud di Dusun Tanete
tembus di Bontobiraeng Selatan sepanjang 700 meter,

10.

Saluran irigasi sepanjang 1 km di Dusun Pontosallang vang
perlu dikerjakan.

11.

Saluran irigasi sepanjang 1 km di desa Romanglasa vang perlu
dikerjakan.

Dari tabel pengelompokan masalah di atas dapat diketahui bahwa di desa
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Romanglasa banyak masalah yang harus'segeradi tangani untuk keberlangsungan

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang merata dapat meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan. Perencanaan yang baik menghasilkan

pembangunan yang baik pula.

Berikut ini hasil wawancara dengan kepala Desa Romaglasa yang

mengatakan bahwa:
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“ Pada proses perencanaan RPJMDes tidak semua lapisan masyarakat ikut
dilibatkan hanya ada beberapa orang yang terkait atau di wakilkan kepada
pihak terkait seperti stekholder, BPD,kepala Dusun,RT/RW dan para
tokoh masyarakat apalagi ini masa pandemi covid 19 harus mengikuti
protokol kesehatan yang di anjurkan oleh pemerintah pusat. Dari para
pihak yang di wakilkan ini diharapkan membawa beberapa aspirasi dari
masyarakat mengenai masalah yang terjadi di lingkungan desa Romaglasa
untuk dipertimbangkan berdasarkan tingkat kepentingan dan kebutuhannya
untuk mencapai pembangunan desa yang berkualitas”. (Hasil wawancara
dengan AH, 31 Mei 2021).

Sependapat dengan ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Memang tidak semua lapisan masyarakat kembali di libatkan dalam
pertemuan atau_tapat seperti penyusunan RPJMDes dengan pertimbangan
masyarakat «memiliki | ‘kesibukan  masing-riasing. Kalau ada bentuk
penyampaian aspirasichisa melalid anggota kami atzupun para perwakilan
masyafakat lainfiva untuk\ di-ssampaikan < kembali? (Hasil wawancara
dengan ND, 6 juni 2021),

Dari hasil wawancaia di atas dapat diketahui bahwa proses perencanaan
RPJMDes di Desa Romanglasa tidak semua lapisanatau kalangan masyarakat di
undang untuk mengikuti* proses RPJMDes hanya beberapd orang terkait seperti
para stekholder/ BPD; Kepala Dusun, Kepala RT/RW dan para Tokoh masyarakat
lainnya dengan mengikuf{ protokc! keschatan yang telah a1 atur oleh pemerintah

di masa pandemi covid 19 untuk/mencegah dart wabah virus.

Tambahan wawancara dengan seckretaris Desa Romanglasa yang

mengatakan bahwa:

“Secara administrasi kami sudah berusaha mengundang semua lapisan
masyarakat yang terkait untuk mengikuti proses penyusunan RPJMDes
untuk menyampaikan aspirasi tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan
dari pemerintah desa, namun tidak semua masyarakat hadir karena adanya
beberapa faktor atau kendala dari kesibukan sehingga mereka tidak
sempat hadir pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut”. ( Hasil
wawancara dengan EH, 3 Junii 2021).
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Dari hasil wawancara di atas dapat kembali diketahui bahwa tidak semua
lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan hanya di
wakilkan pada beberapa pihak terkait sehingga pengambilan keputusan hanya
didasarkan pada aspirasi yang di bawah pihak tersebut. dalam proses perumusan
masalah seharusnya masyarakat harus mampu ikut berpartisipasi untuk

menyampaikan aspirasi dan solusi dari masalah yang mendesak.

Seperti yang dikatakan‘oleh salah satu Ketua, pemuda sekaligus Ketua

LSM yang mengatakanbahwa:

“Dalami  pengambilan Keputusan'atau  proses Musrembang hatau pun
RPJMDes seharusnya masyarakat harus mampu dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan,karena ini menyangkut perencanaan pembangunan
yang berkelanjutan jadi memerlukan perencanaar yang tepat sasaran
bukan | hanya masyarakat dijadikan scbagai objek dari proses
pembangunantapi masyarakat harus’ dilibatkan sepenuhnya dari program
kebijakan tapi sebaliknya masyarakat harus mengetahiai perencanaan
tersebut. tetapi kcbijakan pemerintah yang inembatasi wasyarakat untuk
berpartisipasisseperti masyarakat yang seharusnya’ diundang tidak di
undang.atau mungkin' Karena ada unsur politik yang’/dimainkan oleh
pemerintah” (Hasil wawancara dengan MI, 6 Juni 2074

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikeiahui bahwa masyarakat
tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan program
kebijakan yang telah dibuat. Seharusnya masyarakat dijadikan sebagai subjek dan
bukan hanya sebagai obyek dari program kebijakan yang telah di buat pemerintah
dalam pembangunan infrastruktur itu sendiri dan masyarakat pun akan sadar dan

paham akan pembangunan yang akan dilakukan kedepannya.

Pemahaman masyarakat terhadap partisipasi dalam perencanaan sangat

diperlukan dalam pembangunan partisipatif yang akan menimbulkan suatu
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kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pembangunan terutama
dalam pembangunan infrastruktur. Ini sesuai dengan teori yang ada dari bab Il
Keith Davis (sastropoetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat
adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi
sumbangan kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab
terhadapnya, Dengan kata lain keterlibatanymasyarakat dalam proses perencanaan
dan perumusan masalah terhadap kégiatan yang dilakukan harus berdasarkan cita-
cita dalam dalam kelompok yang hendak di capai. Sedangkan, menurutlsbandi
Rukminto yang meéngatakan-bahiwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat
dalam proes pengidentifikasian \niasalah dan potensi yang ada di. masyarakat,
pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani
masalah,pelaksanaan upaya menangani masalah dan ketcrlibatan masyarakat

dalam proses mengevalnast perubahan yang terjadi.

Perencanaan kegiatan, ' pelaksanaan pembangunan ,harus benar-benar
didasarkan pada'skala pficiitas kebutuhan sehingga proses pembangunan dapat
dilakukan secara merata dan dirasakan oleh seriud masyarakat. Pada dasarnya
pembangunan yang partisipatif harus mampu menjadikan masyarakat sebagai
subjek dari pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mencapai pembangunan

yang merata secara berkeadilan.

2. Partisipasi Tenaga (physical participation)

Pada dasarmya pembangunan infrastruktr pedesaan adalah pembangunan

yang melibatkan seluruh lapisan atau kalangan masyarakat untuk ikut
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berpartisipasi di dalamnya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa, maka akan semakin cepat pula pembangunan desa terutama
dibidang infrastruktur dapat terealisasi dengan baik terutama dalam otonomi suatu
desa. Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana diberikan oleh
masyarakat dalam membantu mensukseskan suatu kegiatan pelaksanaan atau
program pembangunan berupa tenaga atau dapat di sebut gotong royong.kerja

bakti dan lain sebagainya.

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi_ dalam memberikan sumbangsih
berupa tenaga dalam pelaksanaan pembangunan infrasece’ ur di lingkungan desa
Romanglasa tanpa bayaran atau upah yang dapat bermanfaat untuk umum atau
yang berguna uniuk pemeriniah. Seperti wawancara = oleh kepala Desa

Romanglasa yang mengatakan babiwa:
“Masyarakat'bisa\ikut berpartisipasi dalam proses pelak$aan pembangunan
terutama  dalard lingkungan desa Romanglasa ini ‘karena itu dapat
meringankan atan meémpercepat Kegiatan pelaksanarypémbangunan seperti
pembuatan pembaigunan jalan dan drainase, masyarakat bisa bergototong
royong untuk membersthkan saluran untuk meiipercepat pembangunan

tersebut namun harus ihengikuti aturans \protokol kesehatan di masa
pandemi covid 19 ini”. (Hasil\wawancara AH, 31 Mei 2021).

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa masyarakat dilibatkan untuk
ikut berpartisipasi memberikan tenaga berupa gotong royong untuk mempercepat
pelaksaan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat untuk umum
atau masyarakat setempat. Namun partisipasi masyarakat dalam hal ini masih

kurang atau tidak maksimal.

Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu anggota
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BPD yang mengatakan:

“Memang betul saya melihat tidak semua masyarakat turun langsung
kelokasi untuk memberikan sumbangsih berupa tenaga atau ikut bergotong
royong untuk mempercepat proses pelaksaan pembangunan,mungkin
karena pekerjaan yang mayoritas masyarakat disini adalah pencetak batu
bata sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi”. (Hasil wawancara dengan
ZD,2 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas ,dapat di ketahui bahwa partisipasi
masyarakat dalam memberikan sumbangsih tenaga berupa gotong royong atau
pun kerja bakti masih sangat minim atau kurang maksimal karena adanya suatu
pekerjaan yang mayoritas masyarakat desanya adaiali pencetak batu bata sehingga

masyarakat karang berpdrtisipasi dalambentukicnzga.

Senada dengan yang dikatakan oleh ‘salah satu masysrakat di Desa

Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Saya ‘pada saat proses pelaksanaan pembangunan tidale.bisa ikut terlibat
memberikan tenaga atau bergotong royong karena suai pekerjaan yang
kadang bertepatarn dengan proses pengerjaan pembangiinan jadi saya lebih
memilih untuk mensruskan pekerjaan kargnasaya 10gd menganggap pasti
pemerintah sudah memfasilitasi program tersebut”. (Hasil wawancara
dengan AS, 3 Juni 2021);

Tambahan wawancara dengan ketua pemuda vang sekaligus menjabat

sebagai ketua LSM Desa Romanglasa yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku pemuda melihat dan mengawasi proses pelaksanaan
pembangunan infrastruktur di desa Romanglasa, partisipasi masyarakat
dalam pembangunan berupa memberikan sumbangsih berupa tenaga atau
ikut bergotong royong pada saat pelaksanaan pembangunan masih sangat
minim. Mengapa demikian karena disebabkan oleh beberapa hal terutama
terkait dengan pekerjaan mayoritas masyarakat setempat, dan kurang
adanya komunikasi yang baik antar pemerintah atau para aparat desa
dengan masyarakat”. (Hasil wawancara dengan IH, 5 Juni 2021).



55

Dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti dapat
diketahui bahwa jelas partisipasi masyarakat berupa tenaga di desa Romanglasa
masih sangat minim karena di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu dari segi
pekerjaan, kurangnya komunikasi yang baik dan kerjasama antar pemerintah
dengan masyarakat kurang maksimal. Sehingga partisipasi berupa tenaga dalam
proses pembangunan kurang di respon atau bersifat acuh tak acuh terhadap

pelaksaan tersebut.

Hasil penelitiaf ini sejafan| | dengan fteori wdari Keith Davis
(sastropoetro: 1998)  yang”. méngatakan {bahwa . partiSipasi masyarakat adalah
keterlibatan menta!l dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan
kepada tujuan, cita-cita kélompok dan turut berianggung jawab terhadapnya.
Sedangkan | sastropoetre(1998) vang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat
adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitail dengan keadaan
lahiriahnya. Dengan—ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa peran
masyarakat dalam mengambil bagian atau turui serta menyumbangkan tenaga dan
pikiran ke dalam suatu kegiatann berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau

pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang
dilakukan oleh masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi
yang lebih baik. Namun hal ini bukanlah suatu hal yang mudah di lakukan untuk
membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama partisipasi

dalam bentuk tenaga. Maka dari itu perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi
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diketahui bahwa dalam pelaksanaan perumusan masalah dan pengambilan
keputusan tidak semua lapisan masyarakat dilibatkan seperti rapat Musrembang
dan proses RPJMDes, jika masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut maka
masyarakat akan lebih berpartisipasi karena masyarakat merasa mengetahui
bentuk rencana jenis pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan dan
berapa banyak anggaran serta jenis ahggaran apa yang digunakan seperti
ADD,ADDS ataupun APBD.dalam proses, pelaksanaan pembangunan
tersebut,sehingga masyarakat ikut memikul beban dan tanggung jawab bersama.
Agar pembangunan ini dapat. dirasakan secara tu¢rata dan berkeadilan oleh

masyarakat:

Dalam proses perencanaan terkadang masyarakat atau pihak yang ikut
terlibat terjebak dalam . proses —perencanaan.  Perencanaan itu  cenderung
berdasarkan ‘keinginan »bukan dari skala prioritas. kebutuhar~dari’ masyarakat
sehingga pelaksanaap, pémbangunan ini hanya dirasekan oleh sebagian

masyarakat saja.
2. Partisipasi Tenaga (physical participation)

Keikutsertan masyarakat dalam kegiatan partisipasi dalam bentuk tenaga
sebagai bentuk kontribusi dari masyarakat. Pemerintah harus mampu bekerja
sama dengan masyarakat untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.
Namun tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga tidak menutup

kemungkinan ditemukan hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa
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ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropoetro.1998:51) dimana
partisipasi masyarakat di desa Romanglasa dapat disimpulkan bahwa tingkat
partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur masih sangat minim, di tinjau dari banyaknya masyarakat yang tidak
hadir untuk ikut berpartisipasi pada saat pelaksanaan kegiatan seperti gotong
royong dan kerja bakti, ini di sebabkan karena kurangnya komunikasi antar
pemerintah dengan masyarakat untiik imengarahkan dalam memberikan kontribusi
dalam bentuk fisik sehingga masyarakat akan terfokus kepada kesibukan

pekerjaanya masing-masing.

3. Partisipasi keahlian (participation with skill)

Peran masyarakat dalam memberikan sumbangan keahlian merupakan
salah satu | bentul"partisipasi masyarakat dalam memberikan keterampilan.
Keterlibatan masyarakat ini tidak menutup kemukinan terdapat hambatan dalam
kegiatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hal ini péria di sikapi sebagai

dinamika dalam memberikan suatu pekerjaan yang berbeda tingkat ragamnya.

Berdasarkan | hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam partisipasi
masyarakat berupa keterampilan belum senada dengan teori dari Keith Davis
(Sastropoetro.1998:51) dimana kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur dalam memberikan keterampilan karena
kurangnya pemahaman akan pentingnya pembangunan infrastruktur sehingga
masyarakat bersikap apatis terhadap pembangunan walaupun masyarakat desa

Romanglasa cukup banyak yang memiliki keterampilan di bidang infrastruktur
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seperti tukang bangunan. Sehingga masyarakat menyerahkan kepada pihak
pemerintah  sepenuhnya untuk menyelesaikan  kegiatan  pelaksanaan

pembangunan.
4. Partisipasi Barang (Material participation)

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi berupa barang baik
berupa alat-alat bangunan atau pun perkakas dalam menunjang kegiatan
pelaksanaan pembangunan(inirastruktur sebagai salah satu bentuk masyarakat

setempat untuk ikut‘berpatistpasi dalam wujud barailg.

Berdasarkan has:l penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam
memberikan kontribusi berupa barang senada dengan teori ddri Keith Davis
(Sastropoetro.1998:51) masyarakat antusias-ikut serta teriibat dalam kegiatan
pelaksanaan pembangunan di desa Romanglasa yaitu meminjamkan alat alat kerja
manual namun lebih kepada-alat yang kurang berkualitas. Dengan begitu alat yang
dipinjamkan tersebut kurang memiliki nilai manfaat vatuk’ dipergunakan oleh

pekerja dilapangan.
5. Partisipasi uang (Money participation)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan berupa
memberikan kontribusi berupa dana atau iuran, kendati bentukannya tidak selalu
uang tunai secara langsung namun bisa berupa proses pengajuan-pengajuan yang

dilaksanakan secara terprosedur untuk mendapatkan iuran dana dari luar.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan
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kegiatan pembangunan berupa partisipasi masyarakat dalam bentuk uang ini
belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropoetro.1998:51) dimana
partisipasi masyarakat sangat minim atau bahkan tidak ada karena rendahnya
tingkat pendapatan ekonomi dari masyarakat desa Romanglasa untuk bisa ikut
berpartisipasi dalam bentuk uang,sehingga masyarakat lebih memilih memberikan

kontribusi dalam bentuk makanan ringan dtau pun hanya sekedar minuman.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa ada beberapa
hambatan atau kendala'dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastrastruktur

di desa Romanglasa yaitu’

1. Partisipasi Pikiran.berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi
pikiran dapat dikctahui bahwa hambatan yang di alami dalam proses
pengambildn”keputusan baik itu bentuk gagasan. dari tckoh masyarakat
desa dalam proses-Musrembang atau pun RPJMDes yaiia:

a. Dapat diketahui bahwa masyarakat yang mevwzkili belum mampu
menyampaikan @spirasinya atau seringkiliderjebak dalam proses
perencanaan bukan berdasarkan tifigkat prioritas dari masyarakat itu
sendiri sehingga pembangunan yang dilaksanakan terkadang tidak
sesuai dengan yang di butuhkan masyarakat desa.

b. Dalam pengidentifikasian masalah atau perumusan masalah dalam
proses Musrembang dan RPJMDes masyarakat vang seharusnya di
undang tidak di undang karena adanya kebijakan dari pemerintah desa

sehingga masyarakat tidak punya wadah untuk menyampaikan
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aspirasinya.

. Partisipasi Tenaga,berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi
tenaga dapat diketahui bahwa hambatan yang di alami yaitu minimnya
keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan bantuan
secara fisik berupa gotong royong dan kerja bakti pada saat pelaksanaan
pembangunan infrastruktur yang disebabkan karena kurangnya
komunikasi yang baik antar‘pemerintah dengan masyarakat.

. Partisipasi Keahlian,berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi
keahlian dapat diketahui bahwa hambatan yadg di alami yaitu kurangnya
pemahaman sebingga mengakibatkan masyarakat Icbih terfokus kepada
kesibukan masing-masing.

. Partisipasi Barang,berdasarkan pembahasan di atas mengenai partisipasi
barang dapat diketahui bahwa hambatan vang di alami yaitu masyarakat
memberikan peralatan yang kurang layak atan kurangberkualitas pakai
untuk dipinjamkan kepada pekerja discbabkan kasena masyarakat tidak
memiliki banyak matcri'yang dipengaruhi oleh {aktor ekonomi.

. Partisipasi Uang,berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai
partisipasi uang dapat diketahui hambatan yang di alami dimana
masyarakat tidak secara langsung dapat ikut berpartisipasi dalam bentuk
uang secara tunai namun dilakukan dengan cara memberikan makanan
kepada pekerja disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan yang
mayoritas masyarakat desa hanyalah petani dan pembuat batu bata.

Masalah anggaran yang seharusnya di informasikan kepada masyarakat
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melalui perwakilan masyarakat yang ikut dalam proses Musrembang dan
RPJMDes tidak disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat
tidak mengetahui jenis anggaran apa saja yang digunakan dalam proses

pembangunan yang dilaksanakan

Dari beberapa hambatan di atas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
mengatasi agar masyarakat dapat berpaftisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

infrastruktur di desa Romanglasa:

1. Partisipasi Pikiran,berdusarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis
menunjukkan bihwa mengatasi hambaian ‘dalam (memberikanykontribusi
berupa pikitan dimana masyarakat memberikan aspirasi yang bersumber
dari tokoh ~masyarakat ataupun yang mewakill dalam pengambilan
keputusan harus mampu memprioritaskan skala kecutuhdn'dari masyarakat
desa Romanglasa dati pada keinginan saja, dan pemerinizh desa seperti RT
atau kepala Disun seébaga) pemerkarsa yang dekat)dengan masyarakat
harus mampu memtahgun komunikasi yang Baik' antar masyarakat agar
aspirasi yang di berikan masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaan
musyawarah dapat tersampaikan secara langsung sehingga pembangunan
infrastruktur yang menjadi kepentingan individu menjadi kepantingan
umum.

2. Partisipasi Tenaga, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam memberikan tenaga dapat di

simpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah desa
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melakukan sosialisasi untuk mengajak,mengarahkan serta melakukan
komunikasi yang baik akan pentingnya keikutsertaan masyarakat untuk
ikut membantu dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sehingga
masyarakat merasa sadar dan ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan
pembangunan tersebut. partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dalam
hal ini swadaya dari masyarakat/baik dilakukan dengan cara bergotong
royong ataupun individu.¥ang merupakan, inisiatif atau kesadaran akan
pentingnya pembargunan infrastruktur untuk keberlangsungan pemenuhan
kebutuhans

. Partisipasi Kezhlian, berdasarkan hasil penclitian “yang dilakukan oleh
penulis menuiijukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam hambatan
keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi keahlian vaitu pemerintah desa
dapat menusnjuk masyarakat setempat sebagai tenaga ahi agar masyarakat
bisa ikut terlibat dalam partsipasi keahlian. Iniomerupakan salah satu
bentuk lapangan. pekerjaan, bagi masyarakat set¢mipat dari banyaknya
mayoritas | sebangai’ ' pekerja pencetak .\ batu bata. Pihak yang
berkempetingan dapat menunjuk beberapa orang yang terampil dalam
bidangnya seperti tukang bangunan atau tukang pertembokan, hal ini agar
tidak adanya ]pemoltisiran yang bertumpu pada satu fokus pekerjaan.

. Partisipasi Barang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis
maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam
mengatasi hambatan partisipasi dalam bentuk barang di desa Romanglasa

dengan memberikan perintah kepada masyarakat untuk memberikan alat
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atau perkakas manual yang bisa dipakai dengan layak yang menunjang
pembangunan karena nantinya juga akan bertimbal balik kepada
masyarakat. Dengan begitu alat yang diberikan bisa di manfaatkan dengan
baik oleh para pekerja dalam proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
. Partisipasi Uang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis
dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi
hambatan masyarakat dalafn partisipasi memberikan kontribusi berupa
uang di desa Romanglasa untuk menunjang keberhasilan pembangunan
infrastruktur di- desa\ Romanglasa bisa ‘dalams bentuk) makanan atau
minufnan’ karena’dilihat\ dati rendahnyaciinckat pendapatan masyarakat
maka mayaraliat bisa memberikan kontribusi berupa mskanan atau dalam
bentuk terprosedur dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini tokoh
masyarakat._—relalui ajuan untuk »menunjang kegiatai® pembangunan
infrastruktur menginformasikan kepada masyarakatgatap-okoh masyarakat
bahwa turunnya ‘alokasi dana melalui bebcrapa nfoses. Ini merupakan
bentuk penjelasan Kepada masyarakat bzhwe< tdrunnva anggaran atau
pencairan dana dilakukan secara bertahap atau terproses sehingga dana
tidak langsung cair sekaligus. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan
keuangan desa pasal ayat 5 bahwa ‘“keuangan desa adalah semua hak dan
kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dari beberapa hambatan terhadap pembangunan infrastruktur di atas
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seharusnya pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan masyarakat

yaitu:

Transparansi( keterbukaan), pemerintah harus transparansi terhadap
progaram pembangunan infrastruktur sehingga masyarakat mengetahui
informasi terhadap program pembangunan baik itu anggaran pengelolaan
pembangunan ataupun anggaran. belanja dana desa melalui papan
informasi.

Partisipasi, keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan
merupakan $alah “satd faktor | terpenting  dalaimi. proses  pembangunan
dimana masyvarakat dijadikan subjek bukan hanya sckedar objek dari
kebijakan program pembangunan tersebut.

Dapat dinikmati, program pembangunan vang partisipatif merupakan
program yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat karena
pembangunan tcrsebut adalah program yang di tujukaihkepada masyarakat
sehingga'| prograri. = pembangunan _ini dapat,’ dirasakan secara
keseluruhan,berkeadilan’ s schingga " dapat.\meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), program pembangunan
adalah kegiatan antar pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus
mampu bekerja sama dengan masyarakat sehingga program pembangunan
infrastruktur ini dapat dipertanggung jawabkan, baik dari pemerintah
maupun dari pihak masyarakat yang ikut terlibat.

Berkelanjutan (sustainable), program pembangunan adalah kegiatan yang
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berlangsung secara terus menerus atau berkelanjutan. Dimana program ini
masyarakat terlibat dari proses perencanaa,pelaksanaan,pemanfaatan serta
evaluasi dari pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur dapat di

rasakan dan di jaga.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang

mutlak bagi tercapainya suatu pembahgtnan. Karena partisipasi masyarakat
tersebut adalah bagian dari /

masyarakat untuk berp

?%“P% !‘aﬂUi.'AM bangunan yang ada
dapat meringan v da myal pembant
o e A
d (1 '5.» l"v
S \\\\\\\\g‘ Y'L{//"

secara berkelanjutan. Serta disebutkar am peraturan menteri dalam negeri
republik indonesia nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelasanaan

pembangunan pedesaan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Partsipasi pikiran (Psychological participation), dapat disimpulkan bahwa

partisipasi masyarakat di desa anglasa masih sangat minim dalam
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Partisipasi barang (Material participation), dapat disimputkan bahwa
masyarakat di desa Romanglasa sudah ikut berpartisipasi dengan

meminjamkan alat atau perkakas namun kualitasnya kurang baik.

. Partisipasi uang (Money participation), masyarakat di desa Romanglasa

belum mampu berpartisipasi secara langsung dalam bentuk uang secara

tunai namun masyarakat bisa memberikan makanan seadanya kepada
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pekerja dalam proses pembangunan infrastruktur yang berlangsung.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian maka penulis memberikan saran yang
semestinya akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di

desa Romaglasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa:

l. Masyarakat yang terlibat d

memprioritaskan keb /

'lan keputusan harus mampu

bangunan infarastruktur
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yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

3. Partisipasi keahlian ( participation with skill)

Partisipasi masyarakat berupa keahlian atau keterampilan adalah salah
satu bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat melalui keterampilan yang
dimiliki terutama dalam pembangunan infrastruktur untuk memperlancar proses

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sosial.
Berikut wawancara dengan ketua R T, yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya masyarakat yvang nenfiliki ketcrampilan, atau Keahlian dalam
bidang infrasicuktur di Desa Romanglasa itu cukup banyak tetapi hanya
ada heberapa crang yang mavu bisa ikut berpartisipasi”.(Hasil wawancara
dengan IT, 7 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa di Desa Romanglasa
sebenarnya memiliki masyarakat yang cukup banyak memiki Keterampilan di
bidang pembangunai «infrastuktur. Namun masyarakat tidak. ikut berpartisipasi
memberikan keahlianny=. pada saat kegiatan pelaksanaan pembangunan yang
berlangsung. Apabila masyarakat. sckitar ikut berpartisipasi secara sukarela maka
pembangunan infrastruktur menjadi lebih cepat dan dapat dimanfaatkan

masyarakat umum. Namun ini bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.
Seperti yang dinyatakan oleh ketua BPD yang mengatakan bahwa:

“Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Romanglasa dalam memberikan
keahlian dibidang pembangunan infrastruktur saya rasa sangat
minim,karena masyarakat lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaanya.
Padahal jika di pikir apabila masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk
memberikan keahliannya secara sukarela akan memberikan manfaat sangat
besar karena pembangunan ini kan untuk masyarakat sendiri otomatis jika
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pengerjaannya cepat di lakukan maka akan berdampak baik untuk
kesejahteraan umum,misalnya pembangunan drainase dan jalan”. (Hasil
wawancara dengan ND, 6 Juni 2021).

Dari wawancara diatas yang dilakukan peneliti dapat di ketahui bahwa
minimnya partisipasi masyarakat di desa Romangslasa disebabkan oleh faktor
pekerjaan dari mayoritas masyarakat sehingga menyebabkan pembangunan
infrastruktur tidak cukup efektif untuk dikerjakan secara cepat walaupun
pemerintah sudah memberikan tenaga ahli dibidangnya dan di berikan upah untuk

mengerjakan pembangunan‘tersebut.

Pendapat’ vang berbcda dengan mayarakat yang di wawancarai oleh

penulis yang mengatakan bahwa:

“Saya sebenarnya cukup memiliki keahlian sebagai pekerja bangunan
namun saya tidak bisa ikut berpartisipasi karena memiliki pekerjaan untuk
mencetak baw bata seperii yang dilakukan mayoritas masyarakat disini,
kadang kalaw ada waktu senggang saya bisa ikut membantu. Tetapi kan
sudah “banyak. pekerja yang di arabkan = oleh peimerintah untuk
mengerjakanny's jadi debih baik kami serahkan kepadiepihak pemerintah
saja.” {Hasil wawancara AS, | Juni 2021).

Dari hasil\wawancatrza di atas dapat diketahui bahivamasyarakat terkendala
dari segi pekerjaan yang dilakukannya) sehiiigga masyarakat menyerahkan
sepenuhnya kepada pihak pemerintah untuk  menyelesaikan program
pembangunan infrastruktur, walaupun begitu seharusnya pemerintah dan
masyarakat setempat harus bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan

pembangunan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat.

Ini sesuai dengan teori yang ada dari bab II Keith Davis

(sastropoetro:1998) yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah
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keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan
kepada tujuan, cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya.
Dengan kata lain masyarakat yang sadar akan pentingnya tanggung jawab dalam
pembangunan infrastruktur akan mudah untuk ikut terlibat dalam proses
pembangunan untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang hendak di inginkan oleh

suatu bangsa.

Pembangunan adalah<Suatu perubahan secara berkelanjutan atau secara
terus menerus yang merupakan suati kemajuan dan perbaikan menuju ke arah
tujuan yang didinginkan. Menurut teori dari-Siagian (1994:9) yang, mengatakan
bahwa pembangunani merupzakan suatu usaha pertumibuhan dan perubahan yang
terencana dan dilakukan 'seécara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah
menuju modernitas dalam. raingka-pembinaan bangsa. Dengan teori dari Siagian
ini masyakat harus pahainakan perannya sebagat masyarakat daiam pembangunan
terutama pembangunan infrastrukiur dan pemerintzh uituk memberikan

pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya patisipasi dalam pembangunan.
4. Partisipasi Barang (Material participation)

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa: bagian kesatu
pendapatan pasal 9 angka 6 swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana
di maksud pada ayat 3 huruf (c) adalah membangun dengan kekuatan sendiri
yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang di nilai

dengan uang.

-
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Partisipasi masyarakat desa Romanglasa dalam menyumbangkan swadaya
atau tenaga untuk pembangunan fisik baik perbaikan jalan,pembuatan drainase
dan talud. Kompensasi ini merupakan kesepakatan pemerintah desa Romanglasa
dengan masyarakat untuk mempercepat program pembangunan fisik. Kategori
vang termasuk dalam partisipasi barang yakni sarana dan prasarana yang
berbentuk peralatan. Masyarakat dalam hal ini memberikan alat dan perkakas
dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik divdesa Romangiasa agar berjalan

lancar.

Sebagaimana denfandhasil wdwarncara.yang dilakukan penulis kepada
kepala desa Romangiasa yang mengatakan bahwa:

“Kami melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal bisa

memberikan kontribusi berupa perkakas atau peralatan yang dibutuhkan

pada saat l€giatan  pelaksanaan pembangunan fisik gina memperlancar

proses pengerjaan pembangunan, walaupun pemerintah i¢lah menyediakan

atau memfasilitasi | proses pelaksanaan pembangunan tetapi jika ada

masyarakat yar3 ingin ikut berpartisipasi jusiru it jebih bagus.” (Hasil
wawancara dengan AH, 1 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketdhui bahwa pemerintah
melibatkan masyarakat untuk ikut. berpartisipasi dalam hal memberikan
kontribusi berupa " alat dan perkakas untuk memperlancar pelaksanaan
pembangunan walaupun pemerintah telah memfasilitasi proses pelaksaan

pembangunan tersebut.

Senada dengan hasil wawancara kepada salah anggota BPD yang

mengatakan bahwa:

“masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan memberikan alat atau perkakas
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yang bisa digunakan atau layak pake dalam rangka memperpercepat
pembangunan,karena pada saat pengerrjaan pembangunan infrastruktur
kadang tukang bangunan tidak sempat membawa peralatan atau lupa
dalam membawa alatnya. Maka dari itu bisa jadi masyarakat sekitar
pembangunan infrastruktur meminjamkan perkakas yang dapat digunakan
tersebut”. (Hasil wawancara dengan ZD, 6 juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat agar
kiranya jika ingin ikut berpartisipasi dalam bentuk barang bisa meminjamkan alat
alat atau perkakas yang bisa layak pake mtuk keberlangsungan pembangunan

infrastruktur itu sendiri dan untik mempercepat preses pembangunan tersebut.

Seperti hasil' wawancara yang di laKukam k¢pada salah satu masyarakat

desa Romanglasa yang niengataken\bahwa:

“Pada saat peclaksanaan pembangunan kami kadang inemberikan atau
meminjamkan alat atau perkakas yang dibutuhkan para pekerja untuk
menunjang kelancaran proses pemmbangunan-tersebut gerobak.selang air
atau alat lainnva.” (Hasil wawancara dengan NY, 5 Juni 2621).

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa masyarakat sangat
antusias ikut berpartisipasi,-untul meminjamkan  aiat dan’ perkakas yang
dibutuhkan untuk kelancai2i.pengerjaan pembangunan 4ersebut. dalam hal ini
masyarakat bisa memberikan kontribusi berupe barang yang dipinjamkan kepada

para pekerja untuk menunjang pekerjaan pembangunan.

Seperti juga yang dikatakan oleh ketua LSM yang mengatakan bahwa:

“seharusnya pemerintah dan masyarakat harus mampu bekerja sama
dengan baik untuk masalah pembangunan terutama dalam proses
pembangunan infrastruktur itu sendiri sebagai sarana dan prasarana untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ini masyarakat bisa
langsung memberikan kontribusinya berupa memberikan alat atau
perkakas yang layak pake. Karena masyarakat kan sering kali berpikir
untuk apa meminjamkan alat atau perkakas kita toh sudah ada alat yang
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diberikan oleh pemerintah seharusnya para pekerja tersebut tidak perlu lagi

mengandalkan pemberian masyarakat”. (Hasil wawancara dengan MI, 7

juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat harus
paham akan pentingnya partisipasi dalam bentuk barang sehingga masyarakat
dengan sukarela dapat meminjamkan alat atau perkakas yang layak pake dalam
proses pengerjaan pembangunan infrastruktur tersebut untuk mempercepat
pengerjaannya. Pemerintah selakuspenyedia fasilitas dalam proses pembangunan

bisa saja membutuhkan kontribusi berupa alat yang ada di lingkungan masyarakat

desa Romanglasa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan suatu proses yang
panjang, harus ada dukungan dari pemerintah dan masvarakar ‘setempat untuk
proses pelaksanaan pembangunan— sehingga pembangunan < tersebut dapat
terselesatkan ' sesuai' dengan arahan atau kebijakan dari pemeristah. Seperti teori
yang ada dari bab Il Keith Davis (sastropoetro:1998) yang mengatakan bahwa
partisipasi masyarakat adalsh keteriibatan mental dan emasional yang mendorong
untuk memberi sumbangan képada, tujuang | eita-cita kelompok dan turut
bertanggung jawab terhadapnya. Dengan kata lain pelaksanaan pembangunan
harus mampu terkordinasi dengan baik atau dengan perencanaan program dari
kebijakan pemerintah ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat
untuk ikut terlibat dengan sukarela tanpa ada paksaan untuk mencapai

pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

5. Partispasi Dana (Maney participation)
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Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113
Tahun 2014 pasal | ayat 6 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, dan

pertanggung jawaban keuangan desa.

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan partisipasi berupa uang dimana
masyarakat menyumbangkan uang sebagai bentuk materi, walaupun prosesnya
bisa secara tidak langsung _namun aplikasinya dapat, mewujudkan satu hasilan
berupa pembangunansfisiki Peran masvarakat dalam mémberikan dana atau
iuran,kendati béntuknya tidak harus selaluuang atad’ bahkan sebuah proses
pengajuan-pengajuan yang di laksanakan secara terprosedur untuk mendapatkan

dana.

Seperti  hasil’ wawancara dengan, sekretaris desa Romanglasa yang
mengatakan bahwa:

* kami tidak memibatasi inasvarakat unguk berpatiisipasi dalam bentuk

dana berupa uang atéu pun sebagainya tetapr dilihat dari pendapatan

masyarakat di desa Romanglasa ini yang mayoritas sebagai pembuat batu

bata jadi mungkin banyak “dari masyarakat yang tidak bisa ikut

berpartisipasi. memberikan uang tapi bisa dalam bentuk lain.” (Hasil
wawancara dengan EH, 3 Juni 2021),

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa pemerintah tidak
membatasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk uvang karena di lihat
dari segi ekonomi dan pendapatan masyarakatnya yaitu dari pembuat batu bata.
Tetapi masyarakat yang memiliki sisi materi yang berkucukupan bisa ikut
berpatisipasi dengan memberikan uang secara langsung untuk menunjang

kelancaran pembangunan infrastruktur tersebut.
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Senada dengan pendapat dari ketua BPD desa Romanglasa yang

mengatakan bahwa:

“Memang betul dari segi pemerintah tidak memungut uang dari
masyarakat untuk proses pelaksanaan pembangnan infrastruktur atau pun
program pembangunan lainnya, Jika pun ada dari masyarakat untuk
berpartisipasi dalam bentuk uang kami sangat senang. Tetapi masyarakat
disini terkadang  membuatkan makanan ringan autaupun sekedar
minuman. Walaupun masyarakat tidak secara langsung memberikan uang
tapi bisa dalam bentuk sepertiifu.” (Hasil wawancara dengan ND, 5 Juni
2021).

Dari pendapat di atas dapat di ketahui bahwa masyarakat tidak secara
langsung memberikan uang tetapidengan cara mieribuatkan makanan untuk para
pekerja. Itudmerupakaly’ salah | satunbentuk‘partisipasi masyarakat 'dalam hal

memberikan kontribusi walazpun tidak secara langsung.

Berikut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Romanglasa

yang mengatakan bahwa:

“Saya memand tidak, bisa berpartisipasi memberikany kontribusi berupa
uang pada pogram)embangunan infrastruktur karena faktor ekonomi,kami
hanya bisa memberikan sedikit makanan ringan ) atau pun minuman untuk
para buruh'yang sedang bckerja tersebut ” (Hasil wawancara dengan NY, 6
Juni 2021),

Senada dengan pendapat dari Ketua pemuda sekaligus LSM desa

Romanglas yang mengatakan bahwa:

“Memang betul masyarakat disini kurang bisa berpartisipasi dalam
memberikan kontribusi berupa uang pada kegiatan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur karena di pengaruhi oleh pendapatan warga
yng masih rendah apalagi ini adalah masa-masa yang sulit karena dampak
dari pandemi covid 19 yang secara perlahan mengikis perckonomian
schingga mereka tidak bisa ikut berkontribusi memberikan uang secara
langsung.” (Hasil wawancara dengan MI, 6 Juni 2021).
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Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat tidak
secara langsung memberikan kontribusi beupa uang karena faktor pendapatan dari
masyarakat itu sendiri sehingga mengakibatkan ekonomi masyarakat di desa

Romanglasa masih sangat rendah.

Sebagaimana teori dari bab Il Keith Davis (sastropoetro:1998) yang
mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adaiah keterlibatan mental dan
emosional yang mendorong ufituk ‘memberi sumbangan kepada tujuan, cita-cita
kelompok dan turut bertanggung jawab tethadzpnya. Dengan kata lain partisipasi
masyarakat dalam bentuk_uang tidak harus-sccara lddgsung tapiibisa dengan
membuatkan makanan seadanva scbagai bentuk keterlibatannya dalam proses
pelaksanaan pembaiigunan'tersebut. Sedangkan teeridari Todart (2000:18) yang
mengatakan bahwa pembangunan bukan, hanya fenomena semata, namun pada
akhirnya pembangtiian tecsebut harus melampaui sisi materi ddn keuangan dari
kehidupan manusia. Beranjak dari teori tersebut bahwasanya masyarakat bisa ikut
terlibat atau berpartsipasi dalam memberikan kontribusi beripa materi atau uang

jika pendapatan masyarakat bisa{ercukupi.

Dari bentuk partisipasi diatas dalam proses pelaksanaan pembangunan
infrastruktur di desa Roamanglasa tidak lepas dari banyaknya kendala atau
hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, seperti hasil wawancara yang

dilakukan kepada sekretaris desa yang mengatakan bahwa:

“Ada berbagai bentuk hambatan dalam proses pelaksanaan pembangunan
infrastruktur di desa Romanglasa ini yaitu :1). Adanya kebijakan dari
pemerintah desa yang tidak melibatkan atau membatasi lapisan masyarakat
dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur. Dalam proses
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perencanaan atau pengambilan keputusan hanya di wakilkan kepada para
aparat atau para stekholder. Masyarakat menjadi objek dari program
pembangunan infrastruktur bukan sebagai subjek. 2) Masyarakat yang
ikut dalam perencanaan seringkali terjebak dari proses perencanaan,
dimana masyarakat merencanakan keinginan bukan berdasarkan tingkat
kebutuhan. 3). Terkadang masyarakat yang di undang untuk terlibat tidak
hadir dalam proses perencanaan, dan masyarakat yang seharusnya hadir
tidak di undang oleh pihak pemerintah desa.,Karena adanya faktor
kebijakan dari pemerintah desa itu sendiri. 4).Kebijakan dari pemerintah
pusat yang memiliki aturan yang mengikat sehingga tidak adanya
kewenangan dari desa untuk melaksanakan program pembangunan
tersebut. 5). Rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu faktor
kurangnya pengetahuan _m@asyarakat terhadap pembangunan sehingga
masyarakat menjadi‘apatis terhadap program pembangunan. 6).
Rendahnya tingkat( pendapatan masyarakat mengakibatkan masyarakat
harus bergantung” dari peketjaannya schingga ini ‘menjadi salah satu
kendala dari'masyarakat kurang berpartisipasi dalam proses pembangunan
infrastrukturs 7). “furangnya komubikasi  aniar/ pemerintah dengan
masyarakat, kombnikasi adalah hal terpciiting unitk keberhasilan dari
kegiatan pembangunan,dengan adanya feedback dari inasyarakat maka
masyarakat akan inudah untuk berpartisipasi dalam kegiatan
pembangunaii”’. (Hasil wawancara dengan EH, 3 Juni 2021

Dari hasil wawancara di-atas dapat-disimpulakan bahwa dalam proses

pelaksanaan ‘pembarigunan infrasiruktur di desa Romanglasa,iérdapat banyak

kendala atau hambatan baik, dari masyarakat itu sendiri ataupun kebijakan

program dari pemerintah desa. Dealam hal ini partisipasi’ masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunan infrastrukuir, sangal 'minim dilihat dari kurangnya

kesadaran dari masyarakat atau terkesan bersifat apatis terhadap pembangunan

karena adanya batasan dari pemerintah untuk membatasi masyarakat setempat

untuk memberikan aspirasi secara langsung. Strategi pemerintah yang tidak

optimal dalam menerapkan kebijakan terhadap pembangunan belum mampu

menuah perubahan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Dari beberapa hasil wawancara yang di lakukan peneliti di atas dapat di
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ambil kesimpulan bahwa partispasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
di desa Romanglasa masih sangat minim karena sifat masyarakat yang cenderung
apatis terhadap proses pembangunan infrastruktur sehingga pemerintah dan
masyarakat tidak bisa bekerja sama dengan baik dalam kegiatan pelaksanaan
pembangunan infrastruktur. Kurangnya komunikasi antar pemerintah dengan
masyarakat membuat masyarakat tidak bisa menyampaikan aspirasinya secara
langsung dan merasa nggan untukdikui terlibat membuat keputusan dalam proses

perencanaar.

Pembangunan inirasiruktur berasal| dari proses/perencanaan vang baik
sehingga menghasilkan pembangunan yang baik pulajika masyarakat ikut
berpartisipasi mulai dari awal dar proses penentuan-arah maka inasyarakat akan
terlibat untuk ikut memikul beban dan’ tanggung jawab dalam pelaksanaan
pembangunan sshingga pembangunan infrastruktur ini dapat diianfaatkan secara

berkeadilan.
C. Pembahasan Penelitian

Keberhasilan suaiu pembangunan yang bersifat partisipatif tidak terlepas
dari keterlibatan masyarakat. Namun tidak terlepas juga dari berbagai hambatan

atau kendala dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan partisipatif ini tidak hanya usaha dari pemerintah semata
ataupun masyarakat itu sendiri, tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan bersama
antar pemerintah dengan masyarakat yang mana hasilnya dapat memberikan suatu

kemakmuran dan Kesejahteraan bagi penduduk desa maupun seluruh lapisan

-
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masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan yang ada di

desa Romanglasa merupakan cerminan keberhasilan dari pembangunan nasional.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu hal yang
mutlak bagi tercapainya suatu pembangunan. Karena partisipasi masyarakat
tersebut adalah bagian dari usaha pemerintah untuk menumbuhkan kemampuan
masyarakat untuk berpartisipasi. OlehsSebab,itu proses pembangunan yang ada
dapat meringankan beban dan akhirnya pembangunan tersebut dapat dirasakan

secara adil dan sejahtera;

Olehkarena itv\esadaran, dari masyarakat merupakan suatu keberhasilan
dari pembangunan -tersebut, karena adanya pencapaian “target program
pembangunan yang perlu ditunjukan pada kebijakan pemerintah, 'Sehingga
sehubungan| dengafi”ini hasil penelitian dapat dikaitkan bahiva pembangunan
partisipatif juga dapat ditenttkan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan pembangunian tersebut.

1. Partisipasi pikiran (physicological participaiion)

Partisipasi pikiran sebagai bentuk keterlibatan mayarakat baik secara
individu maupun secara berkelompok dalam merumuskan masalah atau dalam
proses perencanaan baik secara emosional maupun mental terdapat hambatan

dalam proses tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukan

bahwa ini belum senada dengan teori dari Keith Davis (Sastropoetro.1998:51)



